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MOTTO

"Allah selalu menjawab doamu dengan 3 cara. Pertama, langsung
mengabulkannya. Kedua, menundanya. Ketiga, menggantinya dengan yang lebih
baik untukmu."

"Ingatlah Allah saat hidup tak berjalan sesuai keinginanmu. Allah pasti punya
jalan yang lebih baik untukmu."

“Whatever you are, be a good one.”

(Apa pun dirimu, jadilah yang terbaik).

"Our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is
always to try just one more time."

(Kelemahan terbesar kita terletak pada menyerah.)
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan Tranliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang

dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama

Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987, yang secara

garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

NO HURUF NAMA HURUF LATIN KETERANGAN
ARAB

1 \ Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan

2 @ ba’ B Be

3 < ta’ T Te

4 & sa’ S es (dengan titik di atas)

5 z jim J Je

6 z ha h ha (dengan titik di bawah)

7 z kha Kh ka dan ha

8 2 dal D De

9 3 zal Z zet (dengan titik di atas)

10 B ra’ r Er

11 D zai z Zet

12 o sin S Es

13 o syin sy esdanye

14 o sad S es (dengan titik di bawah)

15 o= dad d de (dengan titik di bawah)

16 L ta’ t te (dengan titik di bawah)

17 L za’ z zet (dengan titik di bawah)

18 & ‘ain ‘ koma terbaik di atas
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19 ¢ gain Ge
20 - fa’ Ef
21 a3 gaf Qi
22 B kaf Ka
23 J lam El
24 N mim Em
25 8] nun En
26 B) wawu We
27 > ha’ Ha
28 s hamzah Apostrof
29 ¢ ya’ Ye
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IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1
TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN
PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIKPADA PERKARA HUKUM
KELUARGA DI PENGADILAN AGAMA KEPAHIANG DALAM
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

ABSTRAK

HESTIANA LEONARTI
NIM.2011680006

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan
administrasi perkara dan persidangan secara elektronik perkara hukum keluarga di
Pengadilan Agama Kepahiang, mengetahui bagaimana problematika administrasi
perkara dan persidangan secara elektronik pada perkara hukum keluarga di
Pengadilan Agama Kepahiangdan mengetahui pelaksanaan dministrasi perkara
dan persidangan secara elektronik pada perkara hukum keluarga di Pengadilan
Agama Kepahiang Perspektif Maslahah Mursalah.

Berdasarkan hasil penelitian, Pelaksanaan administrasi perkara dan
persidangan secara elektronik pada perkara hukum keluarga di Pengadilan Agama
Kepahiang diawali dengan terlebih dahulu login pada
https://ecourt.mahkamahagung.go.id/ kemudian pengguna memilih pendaftaran
perkara dan pengadilan tujuan pendaftaran perkara, selanjutnya akan mendapatkan
nomor registrasi online dan barcode, dengan mengisi data pihak dan mengupload
berkas. Dilanjutkan pada tahap pembayaran pengguna akan mendapatkan e-
SKUM dan nomor pembayaran atau virtual account untuk melakukan
pembayaran biaya panjar perkara, setelah pengguna melakukan pembayaran,
kemudian diverifikasi dan validasi oleh Pengadilan Agama Kepahiang dan akan
mendapatkan nomor perkara di SIPP. Pada tahap pemanggilan (e-Summons)
relaas panggilan penggugat/pemohon akan dikirimkan kealamat domisili
elektronik sedangkan pihak tergugat/termohon relaas panggilan pertama dilakukan
secara biasa. Persidangan secara elektronik yang meliputi persidangan pertama
para pihak wajib hadir dipersidangan, kemudian melakukan mediasi, apabila
mediasi tidak behasil, pihak temohon/tergugat setuju melaksanakan persidangan
secara elektronik, maka ketua majelis menetapkan jadwal persidangan, tahapan
jawab jinawab akan dilaksanakan secara elektronik, untuk pembuktian
dilaksanakan diruang sidang yang dhadiri oleh para pihak, kesimpulan dikirimkan
melalui elektronik kemudian hakim akan melaksanakan musyawarah majelis, dan
pembacaan putusan. Ada beberapa problematika dalam pelaksanaan administrasi
perkara dan persidangan secara elektronik seperti masyarakat yang awam akan
teknologi informasi daerah yang sulit akses internet, ada sebagian kuasa hukum
yang belum memahami teknologi informasi, dan Penggunaan aplikasi e-court
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https://ecourt.mahkamahagung.go.id/

kadang mengalami eror. Administrasi perkara dan Persidangan secara elektronik
termasuk Mashlahah Mursalah karena mempermudah dalam pendaftaran perkara,
menghemat biaya dan efisien waktu dan dapat meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat pencari keadilan dengan efektif dan efisien.

Hasil dari penelitian ini diharapkan Pengadilan Agama Kepahiang dapat
melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih
memahami dan mengerti mengenai tatacara pendaftaran sampai dengan
persidangan secara elektronik. Pengadilan Agama Kepahiang lebih
memaksimalkan layanan pojok e-court sehingga dapat membantu masyarakat
yang berperkara.

Kata kunci :Perkara HukumKeluarga, Peraturan Mahkamah Agung Nomor
1 Tahun 2019, MaslahahMursalah
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IMPLEMENTATION OF REGULATION OF THE SUPREME COURT
NUMBER 1 YEAR 2019 CONCERNING ELECTRONIC CASE
ADMINISTRATION AND TRIAL IN FAMILY LAW CASE IN

KEPAHIANG RELIGIOUS COURT IN THE PERSPECTIVE

OF THE MURSALAH PROBLEM

ABSTRACT

HESTIANA LEONARTI
NIM. 2011680006

The purpose of this study determine to find out how the implementation of
case administration and trial electronically for family law cases at the Kepahiang
Religious Court, find out how the problems of electronic case administration and
trial in family law cases at the Kepahiang Religious Court and know the
implementation of case administration and electronic trials in legal cases. family
at the Kepahiang Religious Court from the Perspective of Maslahah Mursalah.

Based on the results of the study, the implementation of electronic case
administration and trial in family law cases at the Kepahiang Religious Court.
Registration begins with first logging in at https://ecourt. mnahkamahagung.go.id/
then the user selects case registration and the court for case registration purposes,
then will get an online registration number and barcode, by filling in the party data
and uploading the file. Continued at the payment stage, the user will get an e-
SKUM and a payment number or virtual account to pay the down-payment fee,
after the user makes the payment, it is verified and validated by the Kepahiang
Religious Court and will get a case number at SIPP. At the summons stage (e-
Summons) the summons of the plaintiff/applicant will be sent to the electronic
domicile address, while the defendant/respondent agrees that the first summons is
made normally. The electronic trial which includes the first trial the parties must
attend the trial, then mediate, if the mediation is not successful, the
respondent/defendant agrees to conduct the trial electronically, then the chairman
of the assembly determines the trial schedule, the jinawab response stage will be
carried out electronically, for evidence to be carried out In the courtroom attended
by the parties, the conclusions are sent electronically then the judge will carry out
the assembly deliberation, and read the verdict. There are several problems in the
implementation of electronic case administration and trials, such as people who
are unfamiliar with regional information technology that is difficult to access the
internet, there are some legal representatives who do not understand information
technology,e-court sometimes has an error. Electronic case administration and
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trial, including Mashlahah Mursalah, because it makes case registration easier,
saves costs and is time efficient and can improve services to justice-seeking
communities effectively and efficiently.

The results of this study are expected that the Kepahiang Religious Court
can carry out socialization to the community so that the public better understands
and understands the procedures for registration up to the electronic trial. The
Kepahiang Religious Court maximizes the e-court corner service so that it can
help people with litigation.

Keywords: Family Law Cases, Supreme Court Regulation Number 1 Year 2019,
Maslahah Mursalah
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peradilan merupakan kekuasaan Negara dalam menerima, memeriksa,
memutus dan menyelesaikan perkara dalam menegakkan hukum dan keadilan.
adapun kekuasaan Negara adalah kekuasaan kehakiman yang mempunyai
kebebasan dari campur tangan pihak manapun, dan bebas dari paksaan,
perintah ataupun rekomendasi yang datang dari pihak ekstra yudisial, kecuali
dalam hal- hal yang dibolehkan oleh undang-undang.*

Peradilan Agama adalah salah satu dari Peradilan Negara Indonesia
yang sah, yang yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu,
bagi orang-orang islam di Indonesia.? Beracara di muka sidang pengadilan
adalah suatu tindakan dalam melaksanakan rangkaian aturan-aturan yang
termuat dalam hukum acara perdata. Dalam proses perkara tersebut terdapat
prosedur yang harus dipenuhi oleh pihak pemohon atau penggugat sebagai
pihak yang berperkara. Dalam beracara di pengadilan agama, sebelum
seseorang atau kuasa hukumnya mengajukan permohonan atau gugatan maka
terlebih dahulu melakukan registrasi atau pendaftaran perkara. Dalam

pendaftaran perkara tersebut, juga dikenal istilah penerimaan berkas-berkas.

'Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2003 ),
cetakan kelV,h.6.

’Roihan A. Rasyid, Hukum Acara peradilan Agama, (PT RajaGrafindo Persada), h.



Penerimaan berkas-berkas tersebut dilakukan dengan sistem meja yakni meja |
sampai dengan meja Ill. Dengan mengetahui tugas dari setiap meja, maka
dalam mengajukan perkara di pengadilan agama dapat langsung menuju meja-
meja yang telah disediakan sedangkan pada tahap proses beracara pada
persidangan secara biasa seperti jawab menjawab, replik duplik, pembuktian,
dan penyampaian putusan dilakukan dalam persidangan di Pengadilan Agama.

Mengingat kemajuan teknologi yang sangat cepat saat ini, masalah
masalah yang muncul terkait dunia peradilan semakin menumpuk sehingga
diperlukan pembaharuan dalam membuat kebijakan-kebijakan yang sesuai
dengan kondisi dan situasi sekarang terkhusus pada persidangan supaya bisa
memanfaatkan sistem sesuai dengan kemajuan zaman. Dengan adanya
perkembangan zaman saat ini yang disebut dengan era revolusi industry 4.0
hampir di setiap aspek kehidupan manusia memanfaatkan kemajuan teknologi
untuk mempermudah dan memperluas proses dalam suatu kegiatan, sehingga
untuk menangani perkembangan zaman tersebut dunia peradilan juga dituntut
untuk melakukan inovasi baru yang signifikan dalam melaksanakan proses
hukum. Oleh sebab itu, dalam dunia peradilan berbagai sistem telah
dikolaborasikan dengan kecanggihan teknologi saat ini sebagai suatu
pembaruan untuk mengatasi berbagai kendala serta hambatan dalam proses
penyelenggaraan peradilan.

Mahkamah Agung terus berupaya untuk melakukan peningkatan
pelayanan publik dan menjawab persoalan utama yang sering dihadapi

selama ini oleh para pihak ketika berperkara di pengadilan, yaitu



keterlambatan (delay), keterjangkauan (access), dan integritas (integrity).®
Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan peradilan dilakukan
dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka perlu dilakukan pembaruan
administrasi perkara dan persidangan guna mengatasi segala kendala dan
hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan. Mahkamah Agung
Republik Indonesia melakukan pembaharuan hukum formil maupun hukum
materiil di 4 (empat) lingkungan peradilan termasuk Peradilan Agama dengan
mengeluarkan berbagai regulasi baik dalam bentuk undang-undang maupun
bentuk peraturan lainnya.*

Pembaharuan hukum acara perdata sangat diperlukan agar dapat
mengakomodasi perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi,
untuk memberikan kepastian hukum dan memberikan kemudahan bagi para
pencari keadilan dan hakim dalam menerapkan hukum materiil terhadap suatu
peristiwa konkret yang terjadi dalam masyarakat.”

Disamping itu, untuk mengakomodasi gerak maju hukum masyarakat
serta dalam mengikuti perkembangan teknologi informatika yang
mempengaruhi perkembangan penerapan hukum, maka Mahkamah Agung

melakukan upaya pembaharuan untuk mengisi kekosongan hukum dengan

*A. S. Pudjoharsoyo, “Arah Kebijakan Teknis Pemberlakuan Pengadilan
Elektronik(Kebutuhan Saranadan PrasaranaSertaSumber Daya Manusia)”, (Jakarta, 2019).

*Aco Nur dan Amam Fakhrur, Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama,
(Jakarta : Nizamia Learning Center, 2019), h. 1.

>Amran Suadi, Pembaruan Hukum Acara Perdata Di Indonesia Menakar Beracara
Di Pengadilan Secara Elektronik, (Jakarta :Prenadamedia Group, 2019), h. 42.
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menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (selanjutnya disebut PERMA).
Peraturan Mahkamah Agung merupakan produk yang membahas masalah
teknis yudisial dalam rangka mengisi kekosongan hukum atau terhadap
keberlakukan undang-undang yang belum ada peraturan organiknya yang
struktur susunannya menyerupai perumusan undang-undang sebagai sumber
hakim dalam praktik peradilan dan juga bagi penegak hukum lainnya.’

Mahkamah Agung selalu berupaya melakukan peningkatan kepada
para pencari keadilan dalam memberikan pelayanan yang cepat, sederhana,
dan berbiaya ringan. Pada tahun 2018, Mahkamah Agung telah meluncurkan
aplikasi e-court yang melayani administrasi perkara secara elektronik bagi
para pencari keadilan yang meliputi pendaftaran perkara (e-filing),
pembayaran (e-payment), dan panggilan/pemberitahuan (e-summons).?
Sarana e-court diharapkan dapat mengimbangi aktifitas masyarakat yang
sudah terbiasa dengan kemudahan teknologi, kebutuhan pelayanan yang lebih
mudah, murah dan efisien.’

Pada tanggal 19 Agustus 2019 Mahkamah Agung melakukan
penyempurnaan dengan adanya e-litigation (yang selanjutnya akan disebut

sebagai persidangan secara elektronik) untuk mendobrak tembok penghalang

kinerja peradilan dan proses peradilan bisa lebih cepat dan biaya ringan.

®Amran Suadi, Pembaruan Hukum..., h. 43
’Amran Suadi, Pembaruan Hukum..., h. 43

gAmran Suadi, Pembaruan Hukum Acara Perdata Di Indonesia Menakar Beracara
Di Pengadilan Secara Elektronik Edisi Kedua, (Jakarta : Kencana, 2020), h. 50.

Aco Nur dan Amam Fakhrur, Hukum Acara ..., h. 5.
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Sebelumnya aplikasi e-court adalah migrasi ke digitalisasi hanya dilakukan
pada administrasi perkara dan subjek hukum terbatas pada kuasa hukum,
tetapi peradilan modern melalui persidangan secara elektronik migrasi
dilakukan secara sepenuhnya terhadap persidangan.®

Ketua Mahkamah Agung menetapkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019
Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara
Elektronik'* sebagai penyempurnaan dari PERMA Nomor 3 Tahun 2018
tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Adapun
perbedaan antara PERMA Nomor 3 Tahun 2018 dengan PERMA Nomor 1
Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Perbedaan Antara PERMA Nomor 3 Tahun 2018
Dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019

No | PERMA Nomor 3 Tahun PERMA Nomor 1 Tahun
01 |Ruang lingkup pelayanan | Ruang lingkup pelayanan

mencakup pendaftaran (e-filing),| mencakup pendaftaran (e-filing),
pembayaran  (e-payment),  dan| pembayaran (e-payment),
pemanggilan/pemberitahuan (e-| pemanggilan / pemberitahuan (e-
summons) secara elektronik. summons), dan persidangan (e-

litigation) secara elektronik.

Amran Suadi, Pembaruan Hukum ..., h. 50-51.

“Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 mencabut Peraturan

Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara
Elektronik.



02  Berlaku hanya untuk Berlaku  untuk pengguna
pengguna terdaftar. terdaftar dan pengguna lainnya.
03  Berlaku hanya untuk Berlaku untuk semua tingkatan
tingkat pertama peradilan,  tingkat  pertama,
banding, kasasi, dan peninjauan
kembali.
04  |Parameter hukum acara Parameter hukum acara lebih
secara umum detail, seperti ukuran sah

dan patut, pembacaan putusan,

dan lain-lain.

Sumber: Presentasi Sekretaris MA RI, Tanggal 13 Agustus 2019
Lahirnya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi

Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik menggantikan
PERMA Nomor 3 Tahun 2018 dengan jangkauan proses elektronik
yang lebih jauh lagi, bukan hanya saat pendaftaran (e-Filling),
pembayaran (e-Payment) dan pemanggilan (e-Summons), akan tetapi
proses persidangan menjadi bagian tak terpisahkan yang dilakukan
secara elektronik.

Peradilan secara elektronik merupakan bagian dari perwujudan
dari Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa Peradilan
dilakukan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Peradilan
yang sederhana, cepat, dan biaya ringan adalah pemeriksaan dan
penyelesaian perkara dilakukan secara efektif dan efisien serta adanya

6



biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat, namun tidak boleh
mengorbankan aspek ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.
Keadilan harus dengan tegas ditegakkan.'

Penerapan persidangan secara elektronik ini diharapkan mampu
mempercepat proses penyelesaian perkara di pengadilan dan dapat
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, sehingga
dapat menumbuhkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap
lembaga peradilan. Persidangan secara elektronik ialah layanan baru
yang disediakan oleh Mahkamah Agung RI di empat lingkungan
peradilan yang berada di bawahnya, termasuk peradilan agama.

Persidangan secara elektronik merupakan suatu rangkaian proses
memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan
dengan menggunakan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.™
Mahkamah Agung RI telah melakukan lompatan jauh dengan
menyediakan layanan persidangan secara elektronik yang tentunya
memiliki dampak perubahan terhadap hukum acara yang diterapkan di
Pengadilan Agama selama ini.

Peradilan Agama adalah Peradilan Islam di Indonesia, yang
wewenangnya memeriksa memutuskan dan menyelesaikan perkara-

perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam

M. Yahya Harahap, Kedudukan kewenangan dan acara Peradilan Agama, (Jakarta:
Sinar Grafika, 2009), h. 69.

“Mahkamah Agung RI, “Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun
2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik,” Pub. L.
No. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 894 (2019) Pasal 1 ayat (7).
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dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan
bedasarkan hukum Islam, wakaf dan shadagah. Dalam hukum Islam,
hukum keluarga menempati posisi yang sangat penting berkaitan
dengan  kontribusinya yang signifikan dalam upaya menciptakan
kehidupan masyarakat yang harmonis dan tertib. Hukum keluarga
merupakan aturan yang mengatur hubungan keluarga atau peraturan-
peraturan baik tertulis maupun non tertulis yang berkaitan dengan
keluarga yang sedarah dan keluarga karena sebab pernikahan. Hal ini
mencakup pernikahan, harta benda dalam pernikahan, hukum keluarga
(talak), hak atau kekuasaan orang tua, pengampuan (pembebasan),
perwalian, dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan
keluarga.**

Didalam kehidupan masyarakat muslim kehadiran hukum
keluarga sangatlah penting karena adanya berbagai permasalahan
mengenai  keluarga dan lainnya. Peradilan Agama pada hakekatnya
merupakan peradilan keluarga yang berwenang dalam menyelesaikan suatu
masalah apabila terjadi sengketa didalam keluarga. Berdasarkan data yang
dihimpun oleh penulis mengenai perkara hukum keluarga yang diterima di
Pengadilan Agama Kepahiang dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021
adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2

“Titik Triwulan Tutik, Pengantar Hukum Perdata, (Prestasi Pustaka : Jakarta, 2006).h.



No Tahun Jumlah Perkara e- | Persidangan
Perkara yang Court secara
diterima elektronik
1 2019 360 perkara 6 perkara -
2 2020 497 perkara 40 perkara 2 perkara
3 2021 643 perkara 135 perkara | 11 perkara

Sumber: Dokumentasi PA Kepahiang

Dari table diatas dapat penulis simpulkan bahwa perkara hukum
keluarga yang diterima melalui elektronik pada tahun pada tahun 2019
sebanyak 6 perkara akan tetapi belum ada yang melaksanakan persidangan
secara elektronik. Tahun 2020 perkara yang diterima melalui elektronik ada
40 perkara, yang melaksanakan persidangan secara elektronik ada 2 perkara
sedangkan pada tahun 2021 perkara yang diterima melalui elektronik 135
perkara, yang melaksanakan persidangan secara elektronik ada 11 perkara
padahal sejak bulan Agustus tahun 2019 Pengadilan Agama Kepahiang telah
banyak menerima perkara secara elektronik, akan tetapi untuk persidangan
secara elektronik baru dapat menyelesaikan beberapa perkara saja.

Dalam penerimaan perkara, Pengadilan Agama Kepahiang dalam
setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan jumlah perkara. Dengan
peningkatan jumlah perkara tersebut semua aparatur pengadilan dituntut
untuk dapat dan terus berupaya untuk menyelesaikan perkara dengan
cepat dan baik. Proses persidangan secara elektronik bertujuan untuk
memudahkan para pencari keadilan dalam berperkara di pengadilan

dengan menerapkan asas cepat, sederhana dan biaya ringan serta
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sebagai bentuk pelayanan yang prima dengan teknologi informasi
namun hal itu justru menjadi tidak terwujud dikarenakan beberapa
faktor yang menghambat dalam pelaksanaannya sehingga menyebabkan
asas sederhana dan cepat menjadi tidak terwujud.

Dalam teori ilmu hukum, bahwa hukum adalah sebagai sosial
kontrol bagi masyarakat, memang menjadi hal yang wajar jika suatu
peraturan dan pelaksanaannya tidak sejalan, artinya apa Yyang
diharapkan dalam PERMA Nomor 1 tahun 2019 belum bisa berjalan
dengan baik atau sering disebut dengan istilah das sein dan das
sollen. Begitu juga dalam implementasi PERMA Nomor 1 tahun 2019
mengenai persidangan secara elektronik, yang mana pada prakteknya
masyarakat di wilayah Kabupaten Kepahiang masih sangat sedikit para
pencari keadilan yang melaksanakan persidangan secara elektronik.

Salah satu faktor yang menjadi persepsi awal penulis penyebab
rendahnya angka persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama
Kepahiang adalah masih minimnya pemahaman masyarakat terkait
penggunaan media teknologi informasi, tidak hanya masyarakat umum,
bahkan kuasa hukum yang penulis teliti di wilayah Pengadilan Agama
Kepahiang juga masih banyak yang belum mengikuti perkembangan
teknologi secara update. Padahal semenjak PERMA Nomor 1 tahun
2019 berlaku, Pengadilan Agama Kepahiang secara terus menerus telah
melakukan sosialisasi terkait PERMA tersebut, baik secara langsung

saat para pencari keadilan datang ke kantor atau melalui sosial
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media. Perubahan terhadap sesuatu yang baru seakan menjadi mimik

yang sulit untuk langsung diterima.

Penulis memandang permasalahan tersebut sebagai sebuah
persoalan yang menarik dan memiliki dampak perubahan terhadap
proses  pemeriksaan  perkara yang sudah  berlaku  selama
ini. Berdasarkan uraian diatas penulis merasa tertarik untuk melakukan
suatu penulisan dan menganalisis secara mendalam yang dituangkan
dalam dalam judul “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor
1tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara
Elektronik Pada Perkara Hukum Keluarga Di Pengadilan Agama Kepahiang
Dalam Perspektif Maslahah Mursalah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka
penulis merumuskan masalah dalam tesis sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan secara
elektronik pada perkara hukum keluarga di Pengadilan Agama
Kepahiang?

2. Bagaimana problematika administrasi perkara dan persidangan secara
elektronik pada perkara hukum keluarga di Pengadilan Agama
Kepahiang?

3. Bagaimana pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan secara
elektronik pada perkara hukum keluarga di Pengadilan Agama

Kepahiang Perspektif Maslahah Mursalah?
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C. Tujuan dan Manfaat Penulisan
Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan
yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah:
1. Tujuan Penulisan

a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan administrasi perkara
dan persidangan secara elektronik pada perkara hukum keluarga
di Pengadilan Agama Kepahiang

b. Untuk mengetahui bagaimana problematika administrasi perkara
dan persidangan secara elektronik pada perkara hukum keluarga
di Pengadilan Agama Kepahiang.

c. Untuk mengetahui  pelaksanaan  administrasi  perkara dan
persidangan secara elektronik pada perkara hukum keluarga di
Pengadilan Agama Kepahiang Perspektif Maslahah Mursalah

2. Manfaat Penulisan

a. Secara teoritis, penulisan ini diharapkan berguna sebagai
sumbangsih pemikiran dalam hal informasi ilmiah dan juga
diharapkan dapat ilmu pengetahuan bagi masyarakat yang ingin
mengetahui atau ingin menggunakan administrasi perkara dan
persidangan secara elektronik pada perkara hukum keluarga di

Pengadilan Agama serta teori maslahah mursalah.
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b. Secara Praktis, ditujukan sebagai penambah referensi dibidang
Hukum Acara Peradilan Agama terutama dalam administrasi
perkara dan persidangan secara elektronik perkara hukum
keluarga, juga dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi
perbaikan, serta sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang
terkait dengan masalah ini dan pedoman atau acuan bagi
penulis-penulis  berikutnya yang ingin membahas mengenai
pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan secara
elektronik dalam perspektif maslahah mursalah.

D. Penelitian Terdahulu
1. Febrima, Herlanty and Suhaiti, Arif and Adri, Adri (2020)

“efektivitas pelaksanaan peraturan Mahkamah Agung nomor 1

tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara

elektronik dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri kelas 1A

Padang”,”> Diploma Thesis. Universitas Bung Hatta. Jenis Penulisan

yang digunakan penulisan yuridis sosiologis, sumber data yang

dipakai adalah data primer dan data sekunder dengan teknik
pengumpulan data wawancara dan studi dokumen, data dianalisa

secara kualitatif. Hasil penulisan adalah Pelaksanaan PERMA Nomor

1 Tahun 2019 di Pengadilan Negeri Kelas |A Padang baru

“Herlanty Febrima, and Arif Suhaiti, and Adri, Adri, "efektivitas pelaksanaan
peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan
secara elektronik dalam perkara perdata di pengadilan negeri kelas ia padang” (Diplom
Thesis. Universitas bung hatta pada tahun 2020).
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terlaksana sebagian yaitu gugatan, permohonan, keberatan, bantahan,
jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan. Kendala dalam pelaksanaan
PERMA Nomor 1 Tahun 2019 di Pengadilan Negeri Kelas IA
Padang adalah Website sering gangguan, publik tidak dapat
mengakses secara langsung, proses e-Litigasi tidak tepat waktu,
kurangnya pemahaman pihak yang berperkara.

2. Mahdalena (2021) “efektivitas hukum PERMA No. 1 tahun 2019
tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara
elektronik dalam perkara hukum keluarga (Studi di Pengadilan
Agama Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah)”!® Tesis. Universitas
Islam Negeri Raden Intan Lampung. Penelitian ini merupakan
penelitian  lapangan atau field research, yang dilakukan di
Pengadilan Agama Gunung Sugih Lampung Tengah, kemudian
dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan dua teori yaitu
teori efektivitas dan teori maslahah mursalah. Hasil penelitian pada
penelitian ini adalah Pelaksanaan sidang secara e-litigasi di
Pengadilan Agama Gunung Sugih sudah efektif, dikarenakan dengan
melaksanakan e-litigasi maka akan jauh lebih mudah dalam rangka
perwujudan asas-asas pengadilan agama vyaitu sederhana, proses

cepat dan biaya ringan. Kemudian untuk akan lebih maksimal maka

'®*Mahdalena, "efektivitas hukum perma no. 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara
dan persidangan di pengadilan secara elektronik dalam perkara perceraian (Studi di Pengadilan
Agama Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah) " (Tesis.Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung padatahun 2021).
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harus adanya perbaikan mengenai alat-alat dan kelengkapan seperti
jaringan internet dan perangkat yang diperlukan. Jika melihat dari
dampak positif karena adanya sidang peradilan secara elektrik atau
e-litigasi, maka akan lebih menyebabkan kemashlahatan jika
peradilan dilaksanakan secara e-litigasi, bagi para pihak yang
sedang di luar kota, dengan beberapa contoh seperti gugatan hukum
keluarga jika para pihak berada di luar negeri. Kemudian jika
proses peradilan pada saat pandemi covid-19 secara e-litigasi, maka
akan jauh lebih mengakibatkan kemashlahatan, mengingat harus
menghindarkan dan memutus rantai penularan.

3. Fahmi Putra Hidayat, Asni Asni, yang berjudul “Efektifitas
Penerapan e-Court dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan
Agama Makassar”,'” Qadauna, Vol 2, No 1 (2020), Penelitian ini
merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan
yuridis deskriptif. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa proses
pelaksanaan e-Court di Pengadilan Agama Makassar yaitu sebagai
berikut: pendafaran akun pengguna terdaftar, login dan pendaftaran
perkara. Adapun pelaksanaan e-Court di pengadilan agama Makassar
seperti yang diketahui sistem digital membutuhkan jaringan internet,

intranet (web base), maupun jenis jaringan lainya. Secara umum

dalam penggunaan akses internet yang menjadi hambatan ialah

YFahmi Putra Hidayat, Asni Asni, « Efektifitas Penerapan E-Court dalam
Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Makassar”, Qadauna, Vol 2, No 1 (2020)
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jaringan sebab dalam mengakses e-Court membutuhkan akses
internet  yang memadai. Efektifias pelaksanaan persidangan
menggunakan sistem e-Court di Pengadilan Agama Kota Makassar
sudah efektif, namun pelaksanaan sidang masih kurang.

4. Riza Rofig Umami, vyang berjudul “Implementasi Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi
Perkara di Pengadilan Secara Elektronik Perspektif Mashlahah
Mursalah di Pengadilan Negeri Madiun,®® Al-Balad, Volume 1
Nomor 3 (2019), Metode penelitian yang digunakan vyaitu jenis
penelitian  hukum  empiris, menggunakan pendekatan  yuridis
sosiologis. Hasil penelitian ini Implementasi aplikasi e-Court di PN
Madiun sudah berjalan baik. Ditinjau dari segi maslahah mursalah
aplikasi e-Court di PN Madiun sesuai dengan mashlahah mursalah
karena memenuhi ketiga syarat yang dikemukakan oleh Abdul
Wahab Khallaf, ditinjau dari kepentingan maslahah bagi kehidupan
manusia termasuk tingkatan mashlahah tahsiniyah yaitu kepentingan
pelengkap. Adapun kendala: beberapa masyarakat belum mengetahui
e-Court, belum faham IT, kuasa hukum yang sudah tua minim

mempelajari  IT. Upaya pihak pengadilan: standing banner di

®Riza Rofiqg Umami, “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun
2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik Perspektif Mashlahah Mursalah
di Pengadilan Negeri”, Al-Balad, Volume 1 Nomor 3 (2019).
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pengadilan, informasi di website resmi pengadilan, meja khusus
pelayanan e-Court.

Adapun penelitian dalam bentuk yang berjudul Implementasi
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi
Perkara dan Persidangan Secara Elektronik Pada Perkara Hukum Keluarga
Di Pengadilan Agama Kepahiang Dalam Perspektif Maslahah Mursalah
sangat berbeda dengan penelitian sebelumnya itu. Perbedaan itu nampak
dalam :

1. Objek Penelitian ini Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019
tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik Pada
Perkara Hukum Keluarga.

2. Tempat penelitian di Pengadilan Agama Kepahiang.

3. Landasan teori yang meliputi Sumber dan Asas Hukum Acara Perdata,
Hukum Keluarga dan konsep pemikiran maslahah mursalah dalam
mengistinbat hukum.

E. Metodelogi Penelitian:
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian
a. Jenis Penelitian
Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field
research) vyaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis
dengan mengangkat data yang ada dilapangan.'® Hakikatnya

penelitian ini merupakan sebuah metode untuk menemukan

Suharismi Arikunto, Dasar-Dasar Research, (Tarsoto:Bandung, 1995), h. 58
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secara spesifik dan realita tentang apa yang sedang terjadi
ditengah-tengah kehidupan masyarakat.”® Penulis langsung
menyelidiki dan menganalisa problematika yang terjadi di
Pengadilan Agama Kepahiang ketika menggunakan sistem
persidangan secara elektronik dalam menyelesaikan perkara

hukum keluarga.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan merupakan suatu persoalan yang berhubungan
dengan cara seorang meninjau bagaimana seseorang menghampiri
persoalan tersebut sesuai dengan disiplin ilmunya.?! Penulisan ini
menggunakan pendekatan kualitatif. Secara terminologis penulisan
kualitatif menurut Bagdam dan Taylor merupakan prosedur
penulisan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata
tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diminati.?®

Menurut Nawawi pendekatan kualitatif adalah rangkaian
atau proses menjaring informasi dari kondisi sewajarnya dalam
kehidupan suatu obyek dan dihubungkan dengan pemecahan

suatu masalah, baik dari sudut pandang teoritis maupun sudut

** Ahmadi Anwar, Prinsip-Prinsip Metodologi Research (Yogyakarta: Sumbangsi,

1975),h.2

2008),h.126

2013),h. 4.

*'Bhader Johan Nasution, Metode Penulisan Ilmu Hukum, (Bandung: Mandar Maju,

*?Lexy J. Moloeng, Metode Penulisan Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,
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pandang praktis. Penulisan kualitatif dimulai dengan cara
mengumpulkan  informasi  dalam  situasi sewajarnya  untuk
dirumuskan menjadi suatu generelasi yang dapat diterima oleh
akal sehat manusia.?®

Penulis mengumpulkan berbagai data dengan meninjau
pelaksanaan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 mengenai
admnistrasi perkara dan persidangan secara elektronik pada

perkara hukum keluarga di Pengadilan Agama Kepahiang.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian
Adapun waktu penelitian yang akan dilakukan vyaitu pada
tahun 2022 vyang berlokasi di Pengadilan Agama Kepahiang.
Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa
Pengadilan ini melaksanakan admnistrasi perkara dan persidangan
secara elektronik dan juga dari segi luasnya wilayah yurisdiksi yang
letaknya berada di Kabupaten Kepahiang, yang merupakan pelaksana
kekuasaan kehakiman untuk bidang perkara-perkara perdata Islam.
3. Sumber Data
Pada penulisan ini terdapat dua sumber data yaitu sumber
data primer dan sekunder.
a. Data Primer
Data primer vyaitu data yang diperoleh dari sumber

pertama, didalam penulisan ini yang menjadi data primer vyaitu

*Nawawi Hadari, Instrumen Penulisan Bidang Sosial, (Yogyakarta : Gajah Mada
University Press, 1992), h. 209.
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wawancara langsung kepada informan. Penentuan informan dalam
penulisan ini menggunakan metode purposive, Yyaitu informan
sengaja dipilih karena ada maksud dan tujuanyang dianggap
mewakili keseluruhan berdasarkan pertimbangan kompetensi dan
kemampuan informan untuk memberikan data berdasarkan fungsi,
tugas atau jabatannya serta apa Yyang dialaminya. Adapun
informan yang dipilih adalah informan yang menangani perkara
e-court dan persidangan secara elektronik secara langsung, yaitu
1 (satu) orang Hakim, 1 (satu) orang Panitera, 1 (satu) orang
petugas pojok e-court, 2 orang pihak yang berperkara dan 2

orang kuasa hukum.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak memberikan
informasi secara langsung kepada pengumpulan data juga dapat
dikatakan sebagai data pendukung dalam penulisan. Sumber data
sekunder dalam penulisan ini PERMA Nomor 1 Tahun 2019
tentang Administrasi  Berperkara dan Persidangan  Secara
Elektronik, buku, penulisan, karya ilmiah, yang berhubungan

dengan penulisan ini.

4. Teknik Pengumpulan Data
Penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai
berikut:

a. Wawancara
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Wawancara adalah sebuh  proses memperoleh dan
mendapatkan sebuah keterangan untuk tujuan penulisan dengan
menggunakan metode tanya jawab sembari bertatap muka
langsung antara pewawancara dengan informan atau orang yang
diwanwancarai. Dalam pengumpulan fakta sosial penulis
mengunakan wawancara langsung sebagai bahan dalam mengkaji
ilmu hukum dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung
dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas
dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam
penulisan.* Metode wawancara dipakai untuk menjaring data
berhubungan dengan suatu gejala sosial budaya hukum dalam
praktik yang bersifat kompleks atau dapat pula dipakai untuk
mengetahui pendapat informasi mengenai suatu hal, lengkap
dengan alasan-alasan atau motif-motif yang melandasinya.

Dalam hal ini penulis melaksanakan wawancara langsung
kepada 1 (satu) orang Hakim, 1 (satu) orang Panitera, 1 (satu)
orang petugas pojok e-court, 2 orang pihak yang berperkara dan
2 orang kuasa hukum.

Wawancara yang dilakukan kepada para informan yang
dilakukan secara bebas dengan berpedoman pada daftar
pertanyaan yang sudah disiapkan oleh penulis. Pedoman

pertanyaan ini dipergunakan untuk mengarahkan dan menjaring

**Bahder Johan Nasution, Metode Penulisan Ilmu Hukum... h. 167.
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data yang diperlukan dalam penulisan ini agar supaya tidak
melebar pada data yang tidak dperlukan. Sedangkan pengertian
bebas maksudnya adalah bahwa dalam melakukan wawancara,
penulis tidak berpaku pada urutan daftar pertanyaan sebagaimana
yang telah disusun oleh penulis. Disamping itu, informan
diberikan kebebasan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan
oleh penulis.
b. Dokumentasi
Metode Dokumentasi adalah sebuah metode teknik
pengumpulan data yang digunakan untuk memperkuat sebuah
data. Metode ini dilakukan dengan cara memperoleh informasi
dari berbagai macam sumber, baik itu berupa dokumen yang
berbentuk tulisan ataupun dalam bentuk sebuah gambar. Bentuk-
bentuk dokumen yang dimaksud dapat berbentuk seperti data
perkara yang diterima, data perkara yang putus, data perkara
yang mendaftar secara elektronik, data perkara yang
menggunakan persidangan secara elektronik.
5. Teknik Analisis Data
Untuk menyajikan data agar mudah dipahami, maka langkah-
langkah anlisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
Analysis Interactive Model dari Miles dan Huberman, yang membagi
langkah-langkah dalam kegiatan analisis data dengan beberapa bagian

yaitu :
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a. Pengumpulan data (data collection)

Pengumpulan data pada analisis model pertama dilakukan
pengumpulan data hasil wawancara dan berbagai dokumen
berdasarkan kategorisasi yang sesuai dengan masalah penelitian
yang kemudian dikembangkan penajaman data melalui pencarian
data selanjutnya.

b. Reduksi data (data reduction)

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan,
menggolongan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan
mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga
simpulan final dapat ditarik dan diverifikasi. Menurut Mantja
reduksi data berlangsung secara terus menrus sepanjang penelitian
belum diakhiri. Produk dari reduksi data adalah berupa ringkasan
dari catatan lapangan, baik dari catatan awal, perluasan, maupun
penambahan.

c. Penyajian data (data display)

Penyajian data adalah suatu rangkaian organisasi informasi
yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian
data dimaksudkan intuk menemukan pola-pola yang bermakna serta
memberikan  kemungkinan adanya penarikan simpulan serta
memberikan tindakan. Menurut Sutopo (dalam Harsono, 2008: 169)
menyatakan ~ bahwa  sajian  data  berupa narasi  kalimat,

gambar/skema, jaringan kerja dan tabel sebagai narasinya.
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d. Penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclutions)

Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari sutu Kkegiatan
konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga diverifikasi selama
penelitian  berlangsung. Kesimpulan ditarik semenjak peneliti
menyusun pencatatan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi,
arahan sebab akibat, dan berbagai proposisi.

F. Sistematika Penulisan
Sistematika dalam penulisan tesis ini terdapat dari 5 bab, dimana
masing-masing bab ada yang terdiri dari beberapa sub bab, yang isinya
akan penulis kemukakan secara ringkas, yaitu:
BAB | Pendahuluan
Memuat tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah,
Tujuan dan Manfaat Penulisan, Penelitian Terdahulu, Metodelogi
Penelitian dan Sistematika Penulisan.
BAB Il Landasan Teori
Bab ini akan menjelaskan beberapa konsep yang berkaitan
dengan pembahasan yang diangkat dalam tesis ini seperti
Sumber dan Asas Hukum Acara Perdata, Hukum Keluarga dan
konsep pemikiran maslahah mursalah dalam mengistinbat
hukum.
BAB IIl Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019
tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara

Elektronik.
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BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan
Pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan secara
elektronik pada perkara hukum keluarga di Pengadilan Agama
Kepahiang, Problematika administrasi perkara dan persidangan
secara elektronik pada perkara hukum keluarga di Pengadilan
Agama Kepahiang dan Pelaksanaan administrasi perkara dan
persidangan secara elektronik pada perkara hukum keluarga di
Pengadilan Agama Kepahiang Perspektif Maslahah Mursalah.
BAB V Penutup
A. Kesimpulan

B. Saran
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BAB Il

LANDASAN TEORI

A. Sumber Dan Asas Hukum Acara Perdata
1. Sumber Hukum Acara Perdata
Sumber hukum acara yang telah berlaku selama ini dan
dijadikan rujukan dalam mengadili perkara oleh hakim dalam menerima,
memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan
kepadanya berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun

1951 antara lain® :

a. Het Herziene Inlandsche Reglement (HIR) atau disebut juga RIB
(Reglement Indonesia yang diperbaharui), yaitu hukum acara perdaya
yang berlaku di Pulau Jawa dan Madura, namun ada beberapa pasal
yang dinyatakan tidak berlaku lagi, yaitu pasal 115 sampai dengan
pasal 117 dan pasal 188 sampai dengan pasal 194, tidak berlakunya
pasal-pasal tersebut karena lahirnya Undang-Undang Nomor 20
Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Pulau Jawa dan Madura.

b. Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg) yaitu hukum acara
yang berlaku untuk daerah seberang atau luar pulau Jawa dan Madura
dengan catatan yang termuat dalam Bab 11 title I, 11, I1l, dan VI dan

VII tidak berlaku lagi.

2 Amran Suadi, Pembaruan Hukum..., h. 39-40.
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Burgerljk Wetboek (BW), meskipun BW sebagai kitab kodifikasi
hukum perdata materil, namun juga memuat hukum acara perdata
terutama dalam Buku IV tentang Pembuktian dan Kedaluarsa. Selain
itu, juga di dalam Buku | tentang Domisili (pasal 17 sampai pasal 25)
serta Buku 11 dan Buku 111 (pasal 533, 535, 1244 dan pasal 1365).
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (wetboek van kophandel).
Algemene Bepalingen van Wetgeving (AB).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di
Jawa dan Madura.

Perjanjian Internasional.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
yang menyangkut hukum acara termuat dalam Bab IV dari pasal 40
sampai dengan pasal 78, sedangkan yang lain telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang diubah kedua kalinya dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.
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Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan
Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004
dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.
. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo.
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum
Islam yang terdiri dari tiga buku yaitu hukum perkawinan, kewarisan
dan wakaf.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Yurisprudensi sebagai sumber hukum yang hidup (living law) dalam
praktik peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang pasti dan

telah bersifat tetap.
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t. Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) adalah peraturan yang
berisi ketentuan-ketentuan yang bersifat hukum acara ditandatangani
oleh Ketua Mahkamah Agung RI.

u. Surat Edaran Mahkamah Agung RI adalah bentuk edaran pimpinan
Mahkamah Agung terhadap keseluruhan jajaran peradilan yang berisi
bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan, yang lebih bersifat
administrasi dan juga memuat pemberitahuan tentang hal tertentu
yang dianggap penting dan mendesak.

2. Asas- Asas Hukum Acara Perdata

Asas Hukum sebagai acuan bagi hakim dalam penerapan hukum
perdata, dan asas ini sebenarnya dalam hukum acara perdata telah
termaktub dalam peraturan yang ada, sehingga tidak sama penerapannya
dengan hukum materil dimana hakim dapat melakukan penemuan hukum
jika aturan belum ditemukan dalam menggali suatu perkara, sebab hukum
acara perdata merupakan hukum yang mengatur dipertahankannya hukum
perdata materil yang sifathya memberikan kepastian hukum. Terdapat
beberapa asas-asa hukum acara perdata sebagai berikut :

1. Asas Personalitas Keislaman

Asas Personalitas keislaman adalah bahwa pihak-pihak yang
berperkara di depan sidang pengadilan agama haruslah beragama
islam. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 pasal 49 menjelaskan
bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,

memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-
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orang yang beragama Islam, artinya bahwa orang yang berperkara di
pengadilan agama haruslah beragama Islam.®

Kewenangan peradilan agama berdasarkan asas personalitas
keislaman juga meliputi hubungan hukum yang mendasari dari suatu
sengketa.Jika pihak yang berperkara beragama Islam, tapi dasar hukum
persengketaanya bukan hukum Islam, maka perkara tersebut tidak
menjadi kewenangan peradilan agama. Namun jika pihak yang
beperkara non muslim, tapi hubungan hukum yang menjadi dasar
persengketaannya adalah hukum Islam, maka perkara tersebut menjadi
kewenangan peradilan agama.

2. Asas Kebebasan

Asas kebebasan bahwa hakim pengadilan agama dalam memutus
perkara harus bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara
lainnya, dan bebas dari paksaan serta tekanan dari pihak manapun,
sehingga hakim memutus perkara dengan seadil-adilnya. Kebebasan
hakim bukanlah bersifat mutlak dan semau-maunya, tetapi hakim
dapat memberikan keputusan harus mengacu dan berpedoman kepada
hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dengan
cara menerapkan, menafsirkan maupun mencari dan menemukan
hukum dasar dan asas-asas hukum melalui doktrin ilmu hukum, norma

hukum tidak tertulis, yurisprudensi, maupun melakukan pendekatan

*®Sarmin Syukur, Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia Edisi Revisi.
(Jakarta:Jaudar Press, 2018), h. 50.
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realism, yakni mencari dan menemukan hukum yang terdapat pada
nilai ekonomi, agama, kepatutan dan kelaziman.*’
3. Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (4) tentang
kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa pengadilan membantu
pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala rintangan dan
hambatan agar tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya
ringan.

Sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara
dilakukan secara efisien yaitu maksudnya penyelesaian perkara
tersebut dengan cepat, selamat dan tepat waktu, sedangkan
pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan secara efektif adalah
baik sarana, dana maupun sumber daya yang tersedia tetapi
penyelesaian perkara dapat dilakukan dengan baik.

Cepat merupakan proses pemeriksaan perkara sejak dari
persidangan, pembuatan berita acara persidangan, pembuatan putusan
dan penyerahannnya kepada para pihak sesuai dengan hukum acara
perdata yang berlaku dan meminimalisir upaya para pihak sengaja
menunda-nunda proses persidangan tanpa alasan yang jelas sehingga
hakim mengendalikan jalannya perkara sesuai dengan tahapan yang

telah ditentukan perundang-undangan.

#’Sarmin Syukur, Hukum Acara..., h. 51.
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Biaya ringan adalah biaya yang ditentukan oleh aturan untuk itu
seperti biaya kepaniteraan, biaya penerimaan negara bukan pajak
(PNBP) dan lain-lain.Biaya ringan diartikan sebagai biaya yang sudah
pasti dan jelas peruntukannya dengan menghindari biaya siluman atau
pelicin.

4. Asas Mendamaikan

Dalam perkara perdata, hakim sebelum memeriksa perkara
diharuskan mendamaikan kedua pihak.Sebab, penyelesaian perkara
secara damai dampaknya jauh lebih baik dari pada penyelesaian
perkara melalui putusan hakim. Dalam menyelesaikan perkara
melaluiperdamaian tidakakan ada pihak akan yang merasa dirugikan,
dan secara psikologis tidak berdampak akan timbulnya rasa
permusuhan.

Berdasarkan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang peradilan agama secara rinci menjelaskan tentang penerapan
asas mendamaikan sebagai berikut®:

a. Pada tahap sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian hakim
harus berusaha mendamaikan kedua belah pihak.

b. Pada proses perdamaian suami istri harus datang secara pribadi,
kecuali apabila salah satu pihak yang berperkara bertempat tinggal
di luar negeri dan tidak dapat datang menghadap secara pribadi,

dapat diwakilkan oleh kuasanya yang secara khusus untuk itu.

*®Sarmin Syukur, Hukum Acara..., h. 54.
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c. Apabila kedua belah pihak sama-sama bertempat tinggal di luar
negeri, maka penggugat pada saat sidang perdamaian tersebut
harus menghadap secara sendiri.

5. Selama perkara belum diputus, usaha mendamaikan dapat dilakukan
pada setiap sidang pemeriksaanAsas Berperkara Dikenakan Biaya

Pada asasnya, berperkara di pengadilan agama haruslah
membayar biaya perkara. Perkara tidak akan didaftar oleh
pengadilan agama, sebelum dibayar panjar biaya perkara yang
besarnya ditaksir oleh ketua pengadilan agama, akan tetapi
terhadap asas ini terdapat pengecualiannya vyaitu bagi mereka
yang tidak mampu membayar biaya perkara karena miskin, yang
dikenal dengan istilah berperkara prodeo atau berperkara secara
cuma-cuma.

Alasan berperkara perdata di pengadilan harus dikenakan
biaya karena pada hakikatnya berperkara perdata di pengadilan
adalah atas inisiatif pihak yang mengajukan perkara untuk
menyelesaikan  perkaranya melalui  pengadilan. Pihak  yang
mengajukan perkara ke pengadilan mempunyai kepentingan
terhadap penyelesaian perkara tersebut. Oleh karena itu, sudah
seharusnya untuk menyelesaikan kepentingannya dia harus

menanggung semua biaya yang diperlukan.?

*Sarmin Syukur, Hukum Acara..., h. 55.

33



34

Pada hakikatnya biaya tersebut diperlukan untuk pembiayaan
pelaksanaan tugas yang timbul akibat dari permintaan untuk
menyelesaikan  perkara tersebut. Pertanggungjawaban terhadap
persekot biaya  perkara  dituangkan dalam amar  putusan
pengadilan, sedangkan untuk perinciannya dicantumkan pada
bagian bawah atau akhir dari putusan, disamping dapat dilihat
dalam jurnal keuangan perkara di pengadilan.

6. Asas Pengadilan Agama Bersikap Pasif

Asas ini  mengandung makna bahwa inisiatif untuk
mengajukan perkara atau tuntutan hak diserahkan sepenuhnya
kepada yang berkepentingan, pengadilan agama bersikap pasif
atau menunggu. Hakim atau pengadilan bersikap menunggu
perkara, bukan jemput bola, akan tetapi apabila perkara diajukan
ke pengadilan agama, pengadilan agama tidak boleh menolak
untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, sekalipun
dengan alasan hukum tidak ada atau hukum kurang atau tidak
jelas.*®

7. Asas Pengadilan Agama Aktif Membantu Pencari Keadilan

Pengadilan aktif member bantuan adalah ketua pengadilan
atau hakim harus aktif memberikan bantuan dan nasihat kepada
kedua belah pihak yang berperkara atau wakilnya mengenai hal

memasukkan surat gugatannya. Hal-hal yang berkenaan dengan

**Sarmin Syukur, Hukum Acara..., h.56-57.
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masalah formil yang menjadi jangkauan fungsi pemberian
bantuan dan nasihat pengadilan antara lain :
a. Membuat gugatan bagi yang buta huruf.
b. Memberi pengarahan tata cara mengajukan permohonan izin
prodeo.
c. Menyarankan penyempurnaan surat kuasa.
d. Menganjurkan perbaikan surat gugatan.
e. Menjelaskan tentang alat bukti yang sah.
f. Menjelaskan tentang tata cara mengajukan bantahan dan
jawaban.
g. Bantuan memanggil saksi secara resmi.
h. Menjelaskan tentang upaya hukum.
i. Menjelaskan tentang tata cara mengajukan verzet dan
rekonpensi
J. Mengarahkan dan memformulasikan konsep akta perdamaian.
B. Hukum Keluarga
1. Pengertian Hukum Keluarga
Secara  definitif hukum adalah  ketentuan Allah  yang
berhubungan dengan seorang mukallaf atau orang yang sudah cakap
hukum baik berupa tuntutan, dan kebebasan memilih untuk
bertindak maupun dalam bentuk ketetapan.®! Sedangkan keluarga

adalah suatu struktur yang bersifat khusus, satu sama lain dalam

*'Mardani, Hukum Keluarga Islam Di Indonesia, (Jakarta : Kencana, 2014), h. 3.
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keluarga yang mempunyai suatu ikatan baik hubungan darah

ataupun pernikahan. Perikatan tersebut akan membawa pengaruh

adanya rasa saling berharap sesuai ajaran agama, dikukuhkan
dengan kekuatan hukum dan setiap individu saling mempunyai
ikatan batin.

Berikut ini adalah beberapa pengertian dari hukum keluarga
dari beberapa ulama antara lain:

a. Menurut Ahmad Rofik bahwa hukum keluarga adalah hukum
yang berkaitan dengan urusan-urusan keluarga  dan
pembentukannya yang bertujuan mengatur hubungan suami istri
dan keluarga satu dengan yang lainnya.®

b. Menurut Wahabah Zuhaili bahwa hukum keluarga adalah hukum
yang mengatur hubungan keluarga sejak di masa-masa awal
pembentukannya hingga di masa-masa akhir atau berakhirnya
keluarga berupa nikah, talak atau perceraian, nasab, nafkah dan
kewarisan.*®

c. Menurut Syekh Abdul Wahhab Khallaf, hukum keluarga adalah
hukum vyang berhubungan dengan keluarga, maksudnya hukum

yang mengatur hubungan suami istri dan karib kerabat.*

*2 Ahmad Rofik, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta : Rajawali Pers : 2013),
h. 10.

*Mardani, Hukum Keluarga Islam..., h. 5.
**Syekh Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Figh, (Jakarta : Rineka Cipta, 2005) h. 32.
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Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat penulis simpulkan
bahwa yang dimaksud dengan hukum keluarga adalah hukum yang
mengatur tentang
a. Pembentukan suatu keluarga melalui sebuah akad pernikahan
yang bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia
lahir dan batin.

b. Hak dan kewajiban suami istri.

c. Hak dan kewajiban orang tua dan anak.

d. Putusnya hubungan perkawinan

e. Nasab (keturunan)

f. Kewarisan

2. Urgensi Hukum Keluarga

Hukum keluarga mempunyai urgensi yang sangat penting
karena sesuai dengan fitranya bahwa manusia tidak dapat hidup
sendiri dalam arti ia memiliki sifat ketergantungan dan saling
membutuhkan, karena manusia merupakan makhluk sosial. Agar
hubungan pria dan wanita dapat berjalan dengan rukun, maka Islam
mengatur melalui  ketentuan-ketentuan hukum tata cara hidup

berkeluarga atau berumah tangga melalui pernikahan yang sah.*®

**Mardani, Hukum Keluarga Islam.. ., h. 6.
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3. Ruang Lingkup Hukum Keluarga
Sesuai dengan definisi dari hukum Kkeluarga diatas, menurut
Musthafa Ahmad Zarga ruang lingkup hukum Kkeluarga ada 3
yaitu:*
a. Perkawinan (munakahat) dan hal-hal yang bertalian dengannnya.
b. Perwalian dan wasiat.
c. Kewarisan.
C. Konsep Pemikiran Maslahah Mursalah Dalam Mengistinbat Hukum
Hubungan antara magashid syariah dengan maslahah mursalah
kaitannya sangat erat sekali karena tujuan daripada magashid syariah
itu sendiri adalah untuk mencapai maslahah. Secara bahasa magqasid
syaria’ah terdiri dari dua kata yaitu magasid yang diartikan
kesenjangan atau tujuan yang disyariat oleh Islam bahwasanya Islam
mempunyai tujuan-tujuan yang dihadapi dalam kehidupan masyarakat.*’
Maqgasid syariah merupakan suatu yang penting demi terwujudnya
kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal tersebut tidak terwujud
maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hingga hidup dan
kehidupan. Adapun tujuan Magasid syariah adalah untuk mewujudkan
kemaslahatan manusia. Kemaslahatan dapat dikondisikan dengan baik

jika lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu :

**Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam, (Jakarta : Rajawali
Pers, 2004), h. 22.

*’Muhammad Syukri Albani Nasution, SH.,M.A. Filsafat Hukum Islam, (Yogyakarta:
Rajawali Press, 2014), h. 105.
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Pemeliharaan agama (hifdz ad-din)

Hifdz ad-din atau menjaga agama merupakan hal utama yang
harus dijaga agar magasid syariah dapat tercapai, meskipun
sebagian menetapkan jiwa ditempat pertama.®® Memelihara agama
dalam peringkat Dharuriyyat, yaitu memelihara dan melaksanakan
kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti
melaksanakan shalat lima waktu. Jika shalat tersebut diabaikan

maka akan terancam eksistensi Agama.

2. Memelihara jiwa(hifdz al-nafs)

Hifdz al-nafs atau menjaga jiwa adalah memelihara hak untuk
hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari
tindakan penganiayaan, baik berupa pembunuhan maupun berupa

pelukaan.®

Menjaga jiwa terletak pada tingkat yang kedua setelah
agama, Yyang merupakan tujuan ditetapkannya permasalahan adat
dan hukum jinayah. Menjaga jiwa merupakan salah satu magasid
syariah dari ketetapan Allah yang berbicara masalah mu'amalah

dan jinayah. Memelihara jiwa dalam peringkat daruriyyat, seperti

memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan

h.188.

**Hasbi ash-Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam Cet. 111, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993),

**Muhammad Abu Zahra, Ushul Figh, terjemahan Saefullah Ma“sum dkk Cet VI,

(Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), h. 549.
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hidup. Jika kebutuhan pokok ini diabaikan maka akan berakibat

terancamnya eksistensi jiwa manusia.

3. Memelihara akal (hifdz al-aql)

Hifdz al-agl atau menjaga akal dimaksudkan agar manusia
dapat menggunakan akal layaknya manusia, jauh dari sifat-sifat
buruk hewan karena secara kasar dapat dikatakan bahwa manusia
adalah hewan yang berpikir. Menjaga akal merupakan salah satu
tujuan dari hukum-hukum Allah dalam bidang muamalah dan
jinayah. Memelihara akal dalam peringkat daruriyyat, seperti
diharamkannya minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan
maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.

4. Memelihara keturunan (hifdz al-nasl)

Hifdz al-nasl atau menjaga keturunan atau kehormatan adalah
hal pokok keempat yang harus dijaga demi mewuudkan
kemaslahatan bagi mausia. Menjaga keturunan adalah memelihara
kelestarian jenis makhluk manusia dan membina sikap mental
generasi penerus agar terhindar dari peperangan diantara manusia.*’
Ketentuan atau syariat Allah yang bertujuan untuk memelihara
keturunan atau kehormatan adalah syariat dalam bidang muamalah,
terutama masalah munakahat serta jinayah. Memelihara keturunan

dalam peringkat daruriyyat, seperti disyariatkan menikah dan

**Muhammad Abu Zahra, Ushul Figh..., h. 551
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larangan berzina. Jika kegiatan ini diabaikan maka eksistensi

keturunan akan terancam.

5. Memelihara harta (hifdz al-mal).

Hifdz al-mal atau menjaga harta adalah salah satu tujuan
pensyari‘atkan  hukum di bidang mu'amalah dan jinayah, menjaga
harta adalah memelihara harta dari perbuatan yang dapat merusak
kehalalan  harta dan  keselamatannya.  Dilihat  dari  segi
kepentingannya. Memelihara harta dalam peringkat daruriyyat,
seperti Syari'at tentang tatacara pemilikan harta dan larangan
mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah, apabila
aturan itu dilanggar maka berakibat terancamnya eksistensi harta.**

Sedangkan Maslahah mursalah terdiri dari kata maslahah dan

mursalah. Dalam bahasa Arab maslahah merupakan perbuatan yang
mendorong kepada kebaikan manusia. Sedangkan dalam arti umum
maslahah vyaitu segala sesuatu yang bermanfaat, menarik atau
menghasilkan keuntungan dan kesenangan bagi manusia, atau menolak
adanya kemudharatan atau kerusakan.*?

Maslahah secara definitif terdapat perbedaan rumusan di

kalangan ulama, antara lain :

* Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, Jilid | (Jakarta: Logos Wacana llmu,
1997),h.128-131.

* Amir Syarifuddin, Ushul Figh...,, h. 368.
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a. Menurut Al-Ghazali bahwa maslahah menurut asalnya ialah
sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat atau keuntungan dan
menjauhkan madharat atau kerusakan, pada hakikatnya maslahah

itu merupakan:

E5=N 23i=2a s Almsis 2

“Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum)”
Sedangkan tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu ada lima,

yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.”®
b. Al-Khawarizmi memberikan pengertian yang hampir sama
dengan pengertian al-Ghazali mengenai maslahah yakni:

"Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum) dengan
cara menghindarkan kerusakan dari manusia".

Definisi ini memiliki kesamaan dengan definisi Al-Ghazali dari

segi arti dan tujuannnya, karena menolak kerusakan itu

mengandung  arti  menarik  kemanfaatan, dan  menolak
kemaslahatan berarti menarik kerusakan.**

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa maslahah

merupakan kemanfaatan yang diberikan oleh Syari' (Allah SWT)

sebagai Pembuat hukum untuk hambaNya yang meliputi upaya

penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sehingga

* Amir Syarifuddin, Ushul Figh...,, h. 368.
* Amir Syarifuddin, Ushul Figh. ., h. 369.

42



43

akan terhindar dari kerugian (mafsadah) baik di dunia maupun
akhirat.

Berdasarkan pengertian tersebut ternyata ada perbedaan
mashlahah dalam pengertian bahasa atau umum dengan mashlahah
dalam pengertian hukum atau syara‘. Perbedaannya dapat dilihat dari
segi tujuan syara‘ yang dijadikan rujukan. Maslahah dalam pengertian
bahasa merujuk pada tujuan pemenuhan kebutuhan manusia dan
karenanya mengandung pengertian untuk mengikuti syahwat hawa
nafsu. Sedangkan maslahah dalam arti syara® yang merupakan di titik
bahasan dalam  Ushul figh, vyang selalu menjadi ukuran
dan rujukannya adalah tujuan syara® yaitu memlihara agama, jiwa,
akal, keturunan, dan harta benda, tanpa melepaskan tujuan
pemenuhan kebutuhan manusia yaitu mendapatkan kesenangan dan
menghindarkan ketidaksenangan.

Selanjutnya  Yusuf Hamid dalam kitab  al-Maqgashid
menjelaskan keistimewaan maslahah syar‘i itu dibanding dengan
maslahah dalam artian umum, sebagai berikut*:

a. Sandaran dari maslahah adalah petunjuk syara® yang tidak semata
berdasarkan akal manusia, karena akal itu tidak sempurna yang
bersifat relatif dan subjektif, dibatasi waktu serta tempat dan

selalu dipengaruhi oleh lingkungan dan dorongan hawa nafsu.

* Amir Syarifuddin, Ushul Figh. .., h. 370.
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b. Pengertian maslahah dalam pandangan syara‘ tidak terbatas untuk
kepentingan dunia saja tetapi juga untuk akhirat.

c. Maslahah dalam artian hukum tidak terbatas pada rasa enak dan
tidak enak dalam artian fisik jasmani saja, tetapi juga enak dan
tidak enak dalam artian mental spritual atau secara ruhaniyah.

Secara terminologi maslahah mursalah dapat dilihat dari
pendapat ulama sebagai berikut :

a. Al-Ghazali dalam kitab al-Mustashfa merumuskan maslahah

mursalah sebagai berikut:

Cha2 B sV Ve ooy s5id s a0 AgEs

-
> = (= <

"Apa-apa (maslahah) yang tidak ada bukti baginya dari syara'

dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak

ada yang memperhatikannya".*°

b. Abdul Wahhab Khalaf memberi rumusan berikut:
L@;&J}l’j! ey 7S QL;‘:J'. oF A 4 axlas o)

"Maslahah mursalah ialah maslahah yang tidak ada dalil syara'

datang untuk mengakuinya atau menolaknya".*’

c. Muhammad Abu Zahra memberikan pengertian yang hampir sama
yaitu:
Ca a7 -2 it R T A "‘,"._, 1. 5‘_. 4 - {., JJQ 2 - /o
‘,;,Ln..ib; 'I :,L.J—yb P el G g Vs Q.MJ‘I Lolad) 42! CJL;:.»J‘I
"Maslahah yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan

petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pembuktian atau
penolakannya.*®

*® Amir Syarifuddin, Ushul Figh..., h. 377.
* Abdul Wahab Khalaf, llmu Ushil al-Figh (Kairo: Dar al-Fikr, 1996), h. 80.
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Dengan demikian hakikat dari maslahah mursalah adalah:

a. Maslahah mursalah merupakan segala sesuatu yang dianggap baik
oleh akal dengan cara mempertimbangkan kebaikan dan keburukan
bagi manusia.

b. Semua yang baik menurut akal harus selaras dan sesuai dengan
tujuan syara'.

c. Baik menurut akal dan sesuai dengan tujuan syara’, secara khusus
tidak ada petunjuk syara’ yang menolaknya serta juga tidak ada
petunjuk syara' yang mengakuinya.

Adapun dalil dibolehkannya maslahah mursalah dalam
mengistinbat hukum adalah :
a. AlQuran
AlQuran vyang dijadikan sebagai landasan berlakunya
maslahah yaitu terdapat dalam surat al Anbiya ayat 107 yang
berbunyi:
Ly a1 Al cuadadl
"Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan
untuk -

(menjadi) rahmat bagi seluruh alam".
Dalam surat Yunus ayat 57:

Gl Gl B s e e &) sl W

o¥
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*® Amir Syarifuddin, Ushul Figh..., h. 378.

*Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya (Jakarta: PT. Pantja Cemerlang,
2014),h.331.
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"Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran
dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang
berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-
orang yang beriman".>
b. Hadits
Hadits yang digunakan sebagai landasan syar'i atas
berlakunya maslahah yaitu hadits yang dikemukakan oleh Ibnu

Majah yang berbunyi :

e e seme Gl B e Waa | s 0 dese Wiaa
b o i) Joy JB 1 JB Lubae 0l e 4a Se (e Azl
olpally oyl ale s adle A

Arinya: Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami,

bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-

Jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas: Rasulullah SAW

bersabda, “ tidak boleh membuat mazdarat (bahaya) pada

dirinya dan tidak boleh pula membuat mazdarat pada
orang lain”. (HR. Ibn Majjah).

Menurut Najmuddin At-Tufi yang menjadi basis tujuan
hukum adalah kemaslahatan, tidak untuk yang lain, sebagaimana
dipahami dan dijadikan bukti tekstual atas eksistensi maslahah
itu sendiri.

a. Dari segi kekuatannya sebagai hujjan dalam menetapkan hukum,
maslahah terbagi menjadi 3 macam yaitu®" :

1) Maslahah Dharuriyah adalah kemaslahatan yang berhubungan

dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di

*Departemen Agama RI, Al-Quran.. ., h. 215.

*'Muhammad bin Husain bin Hasan Al-Jizani, Mu alim Usul Al-Figh (Riyad: Dar lbnu
Al-Jauzi, 2008), h. 237.
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akhirat, yakni memelihara agama, memelihara jiwa,
memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara
harta. Maslahah ini merupakan yang paling esensial bagi
kehidupan manusia, sehingga wajib ada pada kehidupan
manusia dikarenakan menyangkut aspek agama atau akidah
demi ketenteraman kehidupan duniawi maupun ukhrawi.

2) Maslahah Hajiyah merupakan kemaslahatan yang dibutuhkan
untuk menyempurnakan atau mengoptimalkan kemaslahatan
pokok berupa keringanan untuk  mepertahankan  dan
memelihara  kebutuhan mendasar manusia. Maslahah ini
merupakan kebutuhan materiil atau pokok (primer) kehidupan
manusia dan apabila maslahah ini dihilangkan akan dapat
menimbulkan kesulitan bagi kehidupan manusia, namun tidak
sampai menimbulkan kepunahan kehidupan manusia.

3) Maslahah Tahsiniyah adalah kemaslahatan yang sifatnya
komplementer (pelengkap), berupa keleluasan dan kepatutan
yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya (maslahah
hajiyah). Jika maslahah ini tidak terpenuhi, maka kehidupan
manusia menjadi kurang indah dan nikmat dirasakan namun
tidak dapat menimbulkan kemadharatan °2

Tiga bentuk maslahah  tersebut, secara  berurutan

mengambarkan tingkatan peringkat kekuatannya. Kemaslahatan

>2 Asmawi, Perbandingan Ushul Figh, (Jakarta : Amzah, 2011), h. 129.
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dharuriyah harus lebih diutamakan dari pada kemaslahatan

hajiyah dan kemaslahatan hajiyah lebih diutamakan dari

kemaslahatan tahsiniyah. Perbedaan tingkat kekuatan ini terlihat
bila terjadi perbenturan kepentingan antar sesamanya, maka
tingkat yang lebih tinggi harus didahulukan.

b. Adanya Kkeserasian dan kesesuaian anggapan baik oleh akal
dengan tujuan syara‘ dalam menetapkan suatu hukum. Apabila
ditinjau dari usaha mencari dan menetapkan suatu hukum
maslahah juga disebut sebagai munasib atau keserasian maslahah
dengan tujuan hukum. Maslahah dalam artian munasib itu dari
segi pembuat hukum (Syari") memperhatikannya atau tidak,
maslahah terbagi kepada tiga macam, yaitu:

1) Maslahah Mu'tabarah adalah maslahah yang diperhitungkan
oleh syari', baik langsung maupun tidak langsung yang
member petunjuk pada adanya maslahah yang menjadi alasan
dalam menetapkan hukum.

2) Maslahah Mulghah adalah maslahah yang ditolak yaitu
maslahah yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak
diperhatikan oleh syara’ dan ada petunjuk sayara' yang
menolaknya.

3) Maslahah Mursalah, kemaslahatan yang keberadaannya tidak

didukung syara' dan tidak pula dibatalkan atau ditolak syara’
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melalui dalil yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan
makna nash (Al-Qur'an atau Hadits).
Adapun syarat maslahah mursalah sebagai dasar legislasi
hukum Islam sangat banyak, diantaranya adalah:
1. Menurut Al-Syatibi

Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum

apabila:

a. Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam
ketentuan syari’ yang secara ushul dan furu’'nya tidak
bertentangan dengan nash.

b. Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam
bidang-bidang sosial (mu’amalah) di mana dalam bidang ini
menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang
ibadah. Karena dalam mu’amalah tidak diatur secara rinci
dalam nash.

c. Hasil maslahah merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek
Daruriyyah, Hajiyah, dan Tahsiniyah. Metode maslahah adalah
sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai
aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial
kemasyarakatan.

2. Menurut Abdul Wahab Khallaf
Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai legislasi

hukum Islam bila memenuhi syarat diantaranya adalah:
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a. Berupa maslahah yang sebenarnya (secara haqiqi) bukan
maslahah yang sifathya dugaan, tetapi yang berdasarkan
penelitian, kehati-hatian dan pembahasan mendalam serta
benar-benar menarik manfaat dan menolak kerusakan.

b. Berupa maslahah yang bersifat umum, bukan untuk
kepentingan perorangan, tetapi untuk orang banyak.

c. Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh
nash (Al-Quran dan Hadits) serta ijma’ ulama.>

3. Menurut Al-Ghozali

Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum

apabila:

a. Maslahah mursalah aplikasinya sesuai dengan ketentuan
syara’.

b. Maslahah mursalah tidak bertentangan dengan ketentuann
nash syara’ (Al-Qur’an dan Hadits).

c. Maslahah mursalah adalah sebagai tindakan yang dzaruri
atau suatu kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan
umum masyarakat.>*

4. Menurut Jumhurul Ulama

> Abdullah Wahab Khallaf, Ilmu Ushulul Figh, terj. Noer Iskandar al-Bansany,
Kaidahkaidah Hukum Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 125.

**Mukhsin Jamil (ed.), Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam, (Semarang
:Walisongo Press, 2008), h. 24.
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Menurut Jumhurul Ulama bahwa maslahah mursalah dapat
sebagai sumber legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat
sebagai berikut:

a. Maslahah tersebut haruslah maslahah yang haqgigi bukan
hanya yang berdasarkan prasangka merupakan kemaslahatan
yang nyata, artinya bahwa membina hukum berdasarkan
kemaslahatan yang benar-benar dapat membawa kemanfaatan
dan menolak kemazdaratan. Akan tetapi kalau hanya sekedar
prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka adanya
penolakan terhadap kemazdaratan, maka pembinaan hukum
semacam itu adalah berdasarkan wahm (prasangka) saja dan
tidak berdasarkan syari’at yang benar.

b. Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum,
bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan
atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut
harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat
menolak kemudaratan terhadap orang banyak pula.

c. Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan
kemaslahatan yang terdapat dalm al-Qur’an dan al-Hadits
baik secara zdahir atau batin. Oleh karena itu tidak
dianggap suatu kemaslahatan yang kontradiktif dengan nash
seperti menyamakan bagian anak laki-laki dengan perempuan
dalam pembagian waris, walau penyamaan pembagian
tersebut berdalil kesamaan dalam pembagian.>

Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa maslahah
mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat
diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat
sebagai tersebut di atas, maslahah merupakan kemaslahatan yang
nyata, tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih prasangka,

yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak

kemudaratan. Maslahah mengandung kemanfaatan secara umum

**Mukhsin Jamil (ed.), Kemaslahatan..., h. 24
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dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng

dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam Al-Qur’an dan Hadits.
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PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI
PERKARA DAN PERSIDANGAN

DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK

A. Sistematika Administrasi Perkarasecara Elektronik

Lahirnya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara
dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik menggantikan PERMA
Nomor 3 Tahun 2018 dengan jangkauan proses elektronik yang lebih jauh
lagi, bukan hanya saat pendaftaran (e-Filling), pembayaran (e-Payment) dan
pemanggilan (e-Summons), akan tetapi proses persidangan menjadi bagian
tidak terpisahkan yang dilakukan secara elektronik. Konsekuensi dari
persidangan secara elektronik adalah adanya beberapa perubahan dalam tata
aturan kehadiran di tahap persidangan dan mengenai tata cara pengajuan
dokumen terkait penggunaan teknologi informasi.

E-court merupakan sebuah instrumen sebagai bentuk pelayanan
kepada masyarakat yang meliputi pendaftaran perkara secara online,
pembayaran secara online, pemanggilan secara online dan mengirim dokumen
persidangan (jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan). Adanya e-court
diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dan manfaatnya terhadap para
pencari keadilan. Pada tahap pendaftaran perkara secara online, masyarakat
akan lebih menghemat biaya serta waktu saat melakukan pendaftaran tersebut.

Ruang lingkup e-court sebagai berikut:
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a. Pendaftaran Perkara Online (E-Filling)

Bagi pengguna terdaftar, pendaftaran perkara secara online
merupakan sebuah transaksi yang dilakukan di mana saja dan kapan saja
melalui web. Pendaftaran perkara secarae-court dapat dilakukan oleh
pengguna terdaftar dan pengguna lainnya. Pengguna terdaftar ialah kuasa
hukum yang telah memenuhi syarat sebagai pengguna sistem informasi
pengadilan dengan hak dan kewajiban yang telah ditetapkan. Sedangkan
pengguna lainnnya merupakan subyek hukum selain kuasa hukum yang
telah memenuhi syarat untuk menggunakan sistem informasi pengadilan
dengan hak dan kewajiban yang telah diatur. Pengguna lain meliputi
Jaksa/PengacaraNegara, Biro Hukum Pemerintah, Polri/TNI, Kejaksaan,
Direksi/Pengurus atau Karyawan yang ditunjuk oleh Badan Hukum dan
Kuasa insidentil yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

Pengguna terdaftar akan mendaftarkan perkara secara online
melalui aplikasi e-Court dengan membuka aplikasi e-Court tersebut
dan melakukan login atas akunnya. Kemudian pengguna terdaftar
memilih Pengadilan mana yang menjadi tempat untuk mengajukan
gugatan. Setelah itu pengguna terdaftar akan mendapatkan nomor
pendaftaran online dan mengupload dokumen gugatan atau

permohonannya dalam bentuk Pdf dan word.>

> Aco Nur dan Amam Fakhrur, Hukum Acara..., h. 125.
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Selain pengguna terdaftar, ada pengguna lain yang telah
memiliki akun dapat mendaftarkan perkara melalui online. Pendaftar
setelah mendapatkan akun pengguna lain, dapat melakukan pendaftaran
secara online. Perkara yang dapat dilakukan pendaftaran melalui e-Court
meliputi :

1) Gugatan dengan segala variasinya, kumulasi subjektif (penggugat
lebih dari satu atau tergugat lebih dari satu, atau kedua-duanya
lebih dari satu.

2) Gugatan sederhana, baik gugatan ekonomi syari’ah atau gugatan
jenis perdata lainnya.

3) Perkara permohonan dengan menempatkan pada satu pihak saja
yaitu pemohon atau para pemohon.

4) Gugatan perlawanan/verzet, yakni bagi pihak tergugat yang tidak
pernah hadir mengajukan upaya hukum terhadap putusan verstek.

5) Upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali.

. Pembayaran Panjar Biaya Online (E-SKUM)

Pengguna terdaftar atau penggugat lainnya apabila telah selesai
menginput data gugatan/permohonan, maka pada aplikasi e-Court akan
muncul e-SKUM dan virtual account (VA). Pembayaran VA dilakukan
pada bank yang telah ditunjuk oleh Pengadilan. Pihak berperkara
dapat membayar biaya perkara baik dengan SMS banking, lewat

ATM atau transaksi perbankan lainnya.
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Petugas meja | akan memverifikasi data dan menginput data e-
Court pada SIPP secara otomatis akan mendapatkan nomor perkara.
Pihak penggugat/pemohon akan mendapatkan notifikasi nomor
perkara tersebut. Dokumen-dokumen elektronik yaitu surat gugatan,
surat kuasa, surat pernyataan pihak prinsipal untuk berperkara
secara e-court, kartu kuasa hukum (pengguna terdaftar), KTP
(pengguna lain), surat kuasa insidentil/surat tugas (pengguna lain),
Petugas Pengadilan yang telah ditunjuk akan melakukan print out
sebagai bagian dari berkas perkara.”’

Dokumen yang telah diprint out tersebut disampaikan kepada
ketua pengadilan. Ketua pengadilan menetapkan majelis hakim dan
menginput data majelis hakim tersebut pada aplikasi SIPP. Ketua
majelis yang telah ditunjuk akan menetapkan hari sidang dengan
menginput data pada aplikasi SIPP dan melakukan print out dan
memerintahkan jurusita atau jurusita pengganti untuk memanggil
pihak berperkara. Kemudian, panitera menunjuk panitera sidang dan
jurusita atau jurusita pengganti dalam perkara tersebut.

c. Pemanggilan Elektronik (E-Summons)

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 bahwa pemanggilan

para pihak yang pendaftarannya dilakukan dengan e-court, maka

cara pemanggilan kepada pengguna terdaftar dilakukan secara

>’ Aco Nur dan Amam Fakhrur, Hukum Acara..., h. 129.
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elektronik  dengan mengirimkan panggilan ke alamat  domisili
elektronik pengguna terdaftar, sedangkan untuk panggilan pertama
pihak tergugat dilakukan dengan cara manual. Pada persidangan
pertama jika tergugat hadir, maka tergugat akan diminta persetujuan
apakah bersedia atau tidak dipanggil secara elektronik, jika tergugat
bersedia dan menyetujuinya maka pihak tergugat akan dipanggil
secara elektronik sesuai dengan alamat domisili  elektronik
yang diberikan, jika tegugat tidak setuju maka pemanggilan
dilakukan secara manual atau seperti biasa.

B. Sistematika Persidangan secara Elektronik

Pihak penggugat/pemohon yang telah mengupload surat gugatan,
surat kuasa yang telah diunggah dari aplikasi e-court dan surat
persetujuan prinsipal akan diminta aslinya oleh Ketua Majelis pada
sidang pertama. Pada sidang pertama ini ketua majelis juga akan
memberikan penjelasan kepada pihak berperkara tentang hak dan
kewajiban pihak terkait persidangan secara elektronik, tergugat akan
ditawarkan dengan menyampaikan bahwa tergugat dapat bersidang
secara elektronik, mengenai persetujuan bersidang secara elektronik
untuk tergugat terdapat dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI

Nomor 129/KMA/SK/VI11/2019.%®

> Aco Nur dan Amam Fakhrur, Hukum Acara..., h. 130.
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Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2019,
bahwa persidangan secara elektronik dapat dilaksanakan jika ada
persetujuan dari pihak penggugat dan tergugat setelah proses mediasi
selesai dan dinyatakan tidak berhasil. Apabila pada saat bersidang para
pihak menggunakan kuasa hukum, maka majelis hakim dapat
memerintahkan kuasa penggugat atau tergugat untuk menghadirkan
prinsipal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jika pada persidangan tergugat hadir, majelis hakim akan
mendamaikan pihak berperkara agar dapat menyelesaikan perkara secara
damai seperti proses persidangan biasa. Apabila upaya perdamaian tidak
berhasil mencapai kesepakatan maka dilanjutkan pada tahap mediasi
sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Mediator akan membuat laporan mediasi kepada majelis hakim
yang menerangkan bahwa proses mediasi tidak berhasil, majelis hakim
akan memerintahkan jurusita atau jurusita Pengganti untuk memanggil
para pihak. Penggugat atau pemohon akan dipanggil melalui domisili
elektronik sedangkan tergugat atau termohon dipanggil secara langsung
(secara manual). Pemanggilan para pihak setelah mediasi dilakukan
melalui perintah ketua majelis dalam persidangan terdahulu sesuai hari
yang telah ditentukan.

Apabila tergugat menyatakan tidak akan melakukan persidangan
secara elektronik, maka persidangan dilaksanakan secara manual.

Namun jika tergugat menyetujuinya, tergugat akan menandatangani surat
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persetujuan untuk berperkara secara elektronik. Persetujuan pihak
tergugat atau termohon tidak dibutuhkan lagi apabila pihak tergugat

atau termohon diwakili oleh kuasa hukum.

1) Court Calender

Fitur court calender terdapat dalam SIPP yang merupakan
jadwal dan agenda dalam persidangan. Ketua majelis membuat dan
membacakan court calender dihadapan para pihak. Persidangan
elektronik seyogyanya dapat memberikan efektifitas waktu, sehingga
pihak yang berperkara tidak membuang waktu untuk menunggu
jadwal sidang kapan sidang akan dibuka kembali.

Court calender meliputi jadwal hari sidang serta agendanya,
sejak court calender ditetapkan sampai sampai duplik. Jika pada
waktu yang telah ditentukan, ternyata pihak berperkara tidak
menepati agenda sidang yang telah ditentukan dengan alasan yang
dibenarkan, maka pihak tersebut harus memberitahukan kepada
majelis hakim. Dengan adanya pemberitahuan tersebut, ketua majelis
memberi  kesempatan untuk sekali lagi. Ketua majelis akan
menetapkan kembali court  calender (reschedule  jadwal

persidangan).>®

> Aco Nur dan Amam Fakhrur, Hukum Acara..., h. 134.
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Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 bahwa setiap
persidangan secara elektronik harus dibuat court calender. Court
calender yang buat ini untuk mempermudah tahapan persidangan
agar proses jawab jinawab, pembuktian, kesimpulan dan putusan

dapat terjadwalkan secara teratur.

2) Jawab Jinawab

Dalam tahap jawab jinawab di mana persidangan dilakukan
secara elektronik, persidangan tidak dihadiri oleh pihak berperkara.
Walaupun para pihak tidak hadir di persidangan, majelis hakim
tetap menjalankan persidangan sebagaimana mestinya di dalam
ruang sidang yang telah disediakan.

Setelah pembacaan gugatan penggugat, pada persidangan
awal, ketua majelis akan menunda persidangan sampai sesuai
tanggal yang telah ditetapkan pada court calender dengan agenda
jawaban dari pihak tegugat. Majelis hakim tetap menjalankan
persidangan sebagaimana mestinya di ruang sidang yang telah
ditetapkan.

Tergugat dapat mengajukan dokumen jawaban pada atas
gugatan penggugat sebelum hari sidang atau sebelum sidang dibuka.
Ketua majelis membuka persidangan dan menyatakan agenda sidang

pada hari ini adalah jawaban dari tergugat. Kemudian Ketua majelis
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membuka akunnya didalam aplikasi e-court dan membuka nomor
perkara dengan melihat fitur persidangan elektronik.

Majelis hakim wajib melakukan verifikasi atas jawaban yang
telah diterima melalui e-Court dengan mengklik fasilitas yang ada
sebagai tanda bahwa dokumen tersebut telah diterima oleh majelis
hakim. Apabila jawaban dari tergugat diajukan satu hari sebelum
sidang ditetapkan, maka otomatis akan terupload didalam sistem.
Ketua majelis tidak dapat mengakses jawaban tersebut pada saat
persidangan.

Selanjutnya ketua majelis menyatakan sidang terbuka untuk
umum menunda persidangan sampai dengan hari berikutnya yang
telah ditetapkan dalam court calender Panitera sidang bertugas
mengunduh  jawaban dari tergugat atau termohon kemudian
menyertakan jawaban tersebut pada berkas perkara yang telah
disediakan.

Pada persidangan berikutnya, ketua majelis membuka
persidangan dan menyatakan agenda sidang hari ini adalah replik
dari penggugat atau pemohon. Selanjutnya ketua majelis membuka
aplikasi e-Court di nomor perkara yang telah tersedia untuk
persidangan tersebut. Ketua majelis mengklik fitur yang ada sebagai
tanda jika replik yang diajukan oleh penggugat atau pemohon telah
diterima oleh majelis hakim. Kemudian ketua majelis menyatakan

sidang terbuka dan menunda persidangan selanjutnya sesuai dengan
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agenda vyang ditetapkan pada court calender yaitu duplik dari
tergugat. Panitera pengganti mempunyai tugas untuk mengunduh
replik yang diajukan oleh penggugat atau pemohon.

Pada persidangan selanjutnya, ketua majelis membuka
persidangan dan menyatakan bahwa agenda sidang pada hari ini
adalah duplik dari tergugat atau termohon. Kemudian ketua majelis
membuka aplikasi e-Court di nomor perkara yang telah tersedia
untuk persidangan tersebut.

Ketua majelis dapat mengklik fitur yang ada sebagai tanda
bahwa tergugat atau termohon telah mengajukan duplik yang sudah
diterima oleh majelis hakim. Ketua majelis menyatakan sidang
terbuka untuk umum dan menunda persidangan untuk sidang
selanjutnya sesuai agenda yang ditetapkan pada court calender yaitu
pembuktian dari pihak penggugat. Panitera pengganti mempunyai
tugas untuk mengunduh duplik yang telah diajukan oleh tergugat
atau termohon.

Pada agenda jawab menjawab persidangan dilaksanakan
seperti biasanya, walaupun pihak-pihak tidak hadir secara fisik di
ruang sidang. Jika court calender pertama dibuat sampai tahap
pembuktian. Dalam persidangan untuk tahap pembuktian para pihak
diwajibkan untuk hadir. Ketua majelis membuat court calender
kedua vyaitu untuk pembuktian, penyampaian kesimpulan dan

pengucapan putusan.
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Sebelum tahap pembuktian, para pihak terlebih dahulu harus
menyampaikan dokumen asli jawab jinawab. Kehadiran para pihak
dalam tahap pembuktian sebagai sarana untuk memperlihatkan
akurasi dokumen. Alat bukti tertulis tidak hanya sebagai kebutuhan
pemeriksaan bagi majelis hakim, akan tetapi pihak lawan juga
berkepentingan untuk melihat asli tidaknya alat bukti tersebut.
Pengajuan alat bukti dalam persidangan seringkali tidak cukup satu
kali, sehingga dalam mengisi court calender ketua majelis akan
menghitung berapa kali sidang yang diberikan kepada para pihak
dalam membuktikan dalilnya.

Persidangan dengan agenda kesimpulan dilakukan tanpa
kehadiran pihak secara fisik di persidangan. Adapun mengenai
teknis upload kesimpulan pada aplikasi, sama dengan teknis upload
dokumen jawaban, replik atau duplik, demikian pula dalam hal
teknis persidangan dan pengadministrasiannya.

Pemeriksaan Saksi

Berkenaan dengan pemeriksaan saksi, jika saksi tersebut
berada di luar wilayah hukum Pengadilan, maka pemeriksaan saksi
tersebut dapat dilakukan melalui teleconference. Ketua Pengadilan
harus meminta bantuan pada Ketua Pengadilan yang mewilayahi
tempat tinggal saksi untuk melakukan pemeriksaan saksi melalui
teleconference, dan menunjuk hakim dan paniteranya. Selanjutnya

Pengadilan tersebut harus menunjuk hakim dan panitera untuk
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mengangkat sumpah dan melihat langsung dimana teleconference
akan dilakukan.
Salinan Putusan

Dalam tahapan musyawarah dan pembacaan putusan menjadi
bagian dari perjalanan persidangan secara elektronik. Pada hari yang
telah ditetapkan untuk menjatuhkan putusan, majelis hakim
bersidang dan membuka jalannya persidangan.  Kemudian
membacakan putusan seperti biasanya. Ketua majelis mempunyai
tanggung jawab untuk  mengupload putusan tersebut pada data
SIPP.

Selanjutnya  panitera membuat salinan  putusan secara
elektronik. Dengan mengklik menu yang tersedia akan muncul
salinan putusan pengadilan yang ditandatangani secara elektronik.
Proses ini tidak akan dapat dilakukan sebelum ketua majelis
mengupload putusan dan hakim anggota belum melakukan verifikasi
pada menu yang tersedia. Pihak berperkara dapat memperoleh salinan
putusan pada aplikasi e-court setelah membayar biaya PNBP yang
tertera pada VA (virtual accaunt). Bila telah membayar PNBP

dengan sendirinya salinan putusan dapat didownload.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik
Pada Perkara Hukum Keluarga di Pengadilan Agama Kepahiang

Pelaksanaan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan
secara Elektronik merupakan komitmen bagi Mahkamah
Agung dalam mewujudkan reformasi dalam dunia
Peradilan sehingga dapat mensinergikan pada teknologi
informasi dan Hukum Acara. Perma Nomor 1 Tahun
2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di
Pengadilan Secara Elektronik sebagai landasan hukum
penyelenggaraan administrasi perkara dan persidangan
secara elektronik di pengadilan untuk mendukung
terwujudnya tertib penanganan perkara yang profesional,
akuntabel, transparan, efisien, efektif, dan modern.®
Prosedur mengenai admnistrasi perkara secara elektronik
terdapat dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 pada bab
I11 tentang admnistrasi pendaftaran dan pembayaran
biaya perkara secara elektronik terdapat pada Pasal 8
sampai dengan Pasal 14.Prosedur mengenai persidangan
secara elektronik terdapat dalam PERMA Nomor 1
Tahun 2019 pada bab V tentang persidangan secara
elektonik terdapat pada Pasal 19 sampai dengan Pasal 28.

E-court merupakan suatu instrumen sebagai bentuk
pelayanan di pengadilan terhadap masyarakat yang
terdiri dari pendaftaran perkara online, pembayaran
panjar biaya online, pemanggilan online dan persidangan
secara elektronik.

1. Pendaftaran perkara online (e-Filing)

a. Login.
Pendaftaran melaluie-courtwebsitee-Court Mahkamah Agung

di link https://eCourt.mahkamahagung.go.id. Pengguna dapat memilih

“PERMA No 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di
Pengadilan Secara Elektronik.
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menu yang ada di pendaftaran sesuai dengan kebutuhan pengguna
tersebut.Pengguna harus memilih pengadilan mana yang menjadi
tujuan untuk mendaftarkan perkaranya kemudian selanjutnya
pengguna dapat menambahkan jenis perkara yang diinginkan.

b. Mendapatkan nomor register onlinedan barcode.

c. Mengisi data pihak.

d. Upload berkas yaitu berkas permohonan/gugatan dan persetujuan
principal.

Bapak Saibu, S.Ag menjelaskan mengenai pendaftaran perkara
online sebagai berikut :

dimulai dari pendaftaran perkara online untuk perkara gugatan,
bantahan, gugatan sederhana, dan permohonan. Dalam
mengunakan layanan pendaftaran administrasi perkara secara
elektronik ada 2 (dua) pengguna yaitu pengguna terdaftar (kuasa
hukum) dan pengguna lainnya (non kuasa hukum). Pengguna
terdaftar dan pengguna lain dapat melakukan pendaftaran perkara
dengan cara mendaftar melalui sistem informasi pengadilan.
Pengadilan Agama Kepahiang telah menerapkan pendaftaran
perkara secara online sejak bulan Juli 2019 baik yang didaftarkan
olen pengguna terdaftar dan pengguna lainnya. Syarat-syarat
bagi pengguna terdaftar untuk mendaftarkan perkara melalui
e-court adalah kartu tanda penduduk, kartu keanggotaan kuasa
hukum dan berita acara sumpah kuasa hukum. Sedangkan
persyaratan untuk pengguna lain adalah kartu identitas pegawai
atau kartu tanda anggota, surat kuasa atau surat tugas bagi pihak
yang mewakili kementerian atau lembaga dan badan usaha. Kartu
tanda penduduk atau identitas lainnya untuk perorangan. Serta
Penetapan dari Ketua Pengadilan Agama Kepahiang jika beracara
secara insidentil karena adanya suatu hubungan keluarga baik dari
pengguna terdaftar atau pengguna lainnya untuk melakukan
pendaftaran melalui sistem informasi Pengadilan.®

®'Hasil wawancara dengan Bapak Saibu, S.Ag. Panitera Pengadilan Agama Kepahiang
Tanggal 5 Juli 2022.
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Selanjutnya Bapak Donal, S.E sebagai Petugas Pojok e-
courtmenerangkan tata cara dalam melakukan pendaftaran secara online

tata cara pendaftaran e-court adalah sebagai berikut buka website
e-court Mahkamah Agung Republik Indonesia di link
https://eCourt. mahkamahagung.go.id dan cari menu register
pengguna terdaftar. Login pada aplikasi e-court. Ada beberapa
kolom yang berisi informasi mengenai keadaan data perkara antara
lain informasi mengenai perkara gugatan, bantahan, gugatan
sederhana, dan perkara permohonan. Apabila telah melakukan
login, langkah berikutnya adalah pendaftaran perkara. Pengguna
dapat memilih menu yang ada di pendaftaran perkara sesuai dengan
kebutuhan pengguna tersebut. Pengguna harus memilih pengadilan
mana yang menjadi tujuan untuk mendaftarkan perkaranya
kemudian selanjutnya pengguna dapat menambahkan jenis perkara
yang diinginkan. Mendapatkan nomor register onlinedan barcode.
Mengisi data pihak dan berkas dan persetujuan prinsipal diupload
dalam tahapan upload berkas.®

2. Pembayaran panjar biaya online (e-Payment)
a. Mendapatkan e-SKUM

Pengguna layanan e-Court akan mendapatkan taksiran
panjar biaya perkara dalam bentuk elektronik SKUM (e-SKUM),
apabila data pendaftaran dan dokumen telah lengkap semua,
taksiran panjar biaya perkara dalam bentuk elektronik SKUM (e-
SKUM) ini akan secara otomatis oleh sistem dengan komponen
biaya panjar dan radius yang telah ditetapkan oleh Ketua
Pengadilan Agama Kepahiang, sehingga perhitungan taksiran

biaya panjar sudah diperhitungkan sedemikian rupa dan

menghasilkan elektronik SKUM atau eSKUM.

®’Hasil wawancara dengan Donal, S.E. Petugas Pojok e-Court Pengadilan Agama
Kepahiang Tanggal 5 Juli 2022.
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b. Nomor pembayaran atau Virtual Account untuk pembayaran biaya
panjar perkara.

Setelah mendapatkan e-SKUM, pengguna terdaftar akan
mendapatkan nomor pembayaran atau Virtual Account sebagai
rekening virtual untuk membayar biaya panjar perkara. Semua
pendaftaran perkara yang dilakukan secara elektronik baik oleh
pengguna terdaftar maupun pengguna lain, maka pembayaran
panjar biaya perkara sesuai dengan taksiran secara elektronik

c. Pembayaran, apabila telah melakukan pembayaran maka secara
otomatis status dari pendaftaran perkara akan berubah.
d. Verifikasi dan validasi oleh Pengadilan Agama Kepahiang.

Apabila pada tahap pendaftaran selesai selanjutnya
pengguna terdaftar tinggal menunggu verifikasi dan validasi yang
dilakukan oleh Pengadilan Agama Kepahiang, tujuan verifikasi
dan validasi agar bisa mendapatkan nomor perkara.

e. Pendaftaran perkara di SIPP

Apabila verifikasi dan validasi telah selesai secara
otomatis akan mendapatkan nomor perkara melalui SIPP. Apabila
telah  mendapatkan nomor perkara berarti tahapan dari
pendaftaran  perkaraonline  telah selesai dan  menunggu

pemanggilan dari Pengadilan Agama Kepahiang.

Bapak Saibu, S.Ag menjelaskan mengenai Pembayaran panjar

biaya online (e-Payment) sebagai berikut:
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apabila data pendaftaran dan dokumen telah lengkap, maka
pengguna layanan e-Court akan mendapatkan taksiran panjar
biaya perkara dalam bentuk elektronik e-SKUM, e-SKUM ini
secara otomatis oleh sistem akan menetapkan besarnya biaya
panjar dan dihitung sesuai dengan radius Yyang telah
ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Kepahiang. Setelah
mendapatkan e-SKUM kemudian pengguna akan mendapatkan
nomor pembayaran atau virtual account sebagai rekening
virtual untuk pembayaran biaya panjar perkara. Jika telah
melakukan ~ pembayaran  secara  otomatis  status  dari
pendaftaran perkara akan berubah. Apabila tahap pendaftaran
telah  selesai selanjutnya pengguna tinggal menunggu
verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Pengadilan
Agama Kepahiang, dan secara otomatis akan mendapatkan
nomor perkara melalui SIPP dan proses pendaftaran perkara
online telah selesai dan tinggal menunggu pemanggilan dari
Pengadilan Agama Kepahiang untuk sidang.®®

Berikut ini adalah sampel data panjar biaya untuk perkara
hukum keluarga yaitu perkara dispensasi kawin di Pengadilan
Agama Kepahiang yang terdaftar secara e-Court Perkara Nomor
29/Pdt.P/2021/PA.Kph.

Tabel 4.1 Sampel Data Biaya Panjar

**Hasil wawancara dengan Bapak Saibu, S.Ag.Panitera Pengadilan Agama Kepahiang
Tanggal 5 Juli 2022.
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Tanggal Transaksi Uraian
oot | oo | o |

Rabu, 26 Jan. 2022 Panjar Biaya Perkara Rp. 145.000 Rp. 145.000
Rabu, 26 Jan. 2022 Biaya Pendaftaran/PNB Rp. 30.000 Rp. 115.000
4 Kamis, 27 Jan. 2022 Panggilan Pemohon Rp.0 Rp. 40.000
5 Kamis, 27 Jan. 2022 PNBP Relaas Panggilan Pertama Pemohon | Rp. 10.000 Rp. 30.000
6 Kamis, 27 Jan. 2022 Panggilan Pemohon Il Rp.0 Rp. 30.000
i Kamis, 27 Jan. 2022 PNBP Relaas Panggilan Pertama Pemohon I Rp. 10.000 Rp. 20.000
8 Kamis, 27 Jan. 2022 Panggilan Pemohon Il Rp.0 Rp. 20.000
? Kamis, 27 Jan. 2022 PNBP Relaas Panggilan Pertama Pemohon Il Rp. 10.000 Rp. 10.000
10 Kamis, 27 Jan. 2022 Panggilan Pemachon IV Rp. 0 Rp. 10.000
n Kamis, 27 Jan. 2022 PNBP Relaas Panggilan Pertama Pemohon IV Rp. 10.000 Rp. 0
Rabu, 09 Feb. 2022 Panggilan Pemohon Rp. D Rp. 0
13 Rabu, 09 Feb. 2022 Panggilan Pemohon Il Rp. 0 Rp. 0
Rabu, 09 Feb. 2022 Panggilan Pemohon Il Rp. D Rp. 0
15 Rabu, 09 Feb. 2022 Panggilan Pemchon IV Rp. 0 Rp. 0
3 Senin, 14 Feb. 2022 Tambahan Panjar Biaya Perkara Rp. 20.000 Rp. 20.000
17 Senin, 14 Feb. 2022 Redaksi Rp. 10.000 Rp. 10.000
Senin, 14 Feb. 2022  Meter@i . Rp.10.000
S ™7 Y™ Y|

Dari table rincian data biaya perkara tersebut pada
pendaftaran secara online biaya pendaftaran perkara yang secara
biasa memerlukan biaya yang lebih banyak, akan tetapi dengan
adanya e-court biaya tersebut diminimalisir menjadi lebih murah.

3. Pemanggilan elektronik (e-Summons)

Panggilan untuk perkara yang pendaftaran melalui e-Court,
maka otomatis akan dipanggil secara elektronik, panggilan akan
dikirimkan ke alamat domisili elektronik pengguna terdaftar. Untuk
pihak tergugat panggilan pertama dilakukan secara manual dan pada
saat tergugat hadir di persidangan, tergugat akan diminta
persetujuan apakah setuju dipanggil secara elektronik atau tidak,
jika tergugat menyetujuinya maka akan dipanggil secara elektronik
sesuai dengan domisili elektronik yang diberikan dan apabila
tergugat tidak menyetujuinya maka panggilan dilakukan secara biasa

atau manual.
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Bapak Saibu, S.Ag menjelaskan mengenai bagaimana prosedur

pemanggilan secara elektronik (e-Summons) sebagai berikut:

proses pemanggilan untuk pihak pemohon/penggugat secara
otomatis akan dipanggil secara elektronik yaitu panggilan
tersebut akan dikirimkan melalui alamat domisili elektronik
pengguna yang telah terdaftar, sedangkan untuk pihak
temohon/tergugat panggilan pertama akan dilakukan secara
manual dan pada saat tergugat hadir di persidangan, tergugat
akan dimintakan persetujuan apakah setuju atau tidak
dipanggil secara elektronik, jika tergugat menyetujuinya maka
panggilan selanjutnya akan dipanggil secara elektronik sesuai
dengan domisili elektronik yang diberikan dan apabila
tergugat tidak menyetujuinya maka panggilan dilakukan
secara biasa atau manual. Panggilan secara elektronik ini
dapat meminimalisir biaya karena biaya panggilan untuk
pemohon sudah tidak ada lagi atau tidak dikenakan biaya,
para pihak sangat diuntungkan dengan adanya e-court ini.%

Contoh bentuk Pemanggilan Elektronik dalam beracara secara

e-court:
Tabel 4.2 Pemanggilan Elektronik (e-Summons)
No Jenis Panggilan Pihak Dokumen Panggilan
1. | Panggilan Sidang | Nama : Hayan | Pengiriman : Kamis,
Tgl. Sidang | Supawi bin Mana | 21 Oktober 2021
Selasa, 9 November | Email ©| Jam : 15,53 WIB
2021 Jam Sidang : | aisyahputri72900 (Dikirim oleh:
09.00 @gmail.com Saibu, S.AQ)

* Hasil wawancara dengan Bapak Saibu, S.Ag. Panitera Pengadilan Agama Kepahiang
Tanggal 5 Juli 2022.
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4. Persidangan Elektronik (e-Litigasi)

a.

Persidangan

Prosedur mengenai persidangan secara elektronik
terdapat dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 pada
bab V tentang persidangan secara elektonik terdapat
pada Pasal 19 sampai dengan Pasal 28. Adapun
pengertian dari e-Litigasi sendiri sudah tertera di
PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dalam pasal 1 Ayat
(7) di bab ketentuan umum yaitu persidangan
secara elektronik adalah serangkaian proses
memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan
yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi
informasi dan komunikasi.*® Dalam pasal 4 juga
dijelaskan bahwasanya persidangan secara elektronik
dalam peraturan ini berlaku untuk proses dengan
cara penyampaian gugatan/permohonan,
keberatan/bantahan, perlawanan atau intervensi
beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik,
pembuktian, kesimpulan dan pengucapan
putusan/penetapan.®®

Berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung
Nomor 129/KMA/SK/VI111/2019 tidak semua perkara
di Pengadilan dapat dilakukan secara e-Litigation
namun baru secara limitatif diberlakukan terhadap
perkara dengan Kklasifikasi gugatan, gugatan
sederhana dan bantahan permohonan. e-Litigation
sendiri secara teknis yudisial adalah untuk
mempersingkat proses jawab menjawab, pemeriksaan
alat bukti dan pembacaan putusan kepada

para pihak. Langkah-langkah persidangan secara
elektronik di Pengadilan Agama Kepahiang sebagai
berikut:

Persidangan pertama dilakukan dengan cara memanggil

kedua belah pihak untuk datang ke persidangan, sesuai dengan

penetapan

hari sidang vyang telah ditetapkan oleh ketua

majelis. Pada sidang pertama akan tetap dilaksanakan secara

*PERMA Nomor 1 Tahun 2019, Pasal 1 Ayat 7, h. 5

**PERMA Nomor 1 Tahun 2019, pasal 4.
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tatap muka di Pengadilan Agama Kepahiang. Hakim akan
meminta pengguna untuk menyerahkan tiga dokumen asli, yaitu
surat kuasa, surat gugatan dan surat persetujuan prinsipal.
b. Mediasi

Jika kedua prinsipal hadir pada sidang pertama Majelis
hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang
berperkara. Apabila upaya damai tersebut tidak berhasil, maka
majelis hakim akan memerintahkan para pihak untuk menempuh
proses mediasi.

Ibu Endah Tiara Furi S.H.I, M.H menjelaskan mengenai
proses mediasi bahwa :

tidak semua tahapan persidangan dapat diterapkan
persidangan  elektronik. Untuk  sidang  pertama, tetap
dilangsungkan di dalam ruang sidang pengadilan pada hari,
tanggal, dan jam yang telah ditetapkan. Jika kedua prinsipal
hadir pada sidang pertama majelis hakim berupaya
mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Apabila
upaya damai tersebut tidak berhasil, maka majelis hakim
akan memerintahkan para pihak untuk menempuh proses
mediasi, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah
Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi
di  Pengadilan. Proses mediasi di Pengadilan Agama
Kepahiang, sesuai dengan PERMA No 1 tahun 2016 waktu
diberikan untuk melaksanakan mediasi adalah 30 hari,
sedangkan di Pengadilan Agama Kepahiang mediasi diterapkan
hanya selama 2 minggu, agar percepatan penyelesaian perkara
dapat terwujud.®’

Persidangan secara elektronik dapat dilaksanakan jika telah

ada persetujuan dari para pihak yang beperkara setelah melalui

*Hasil wawancara dengan Ibu Endah Tiara Furi, S.H.1., M.H Hakim Pengadilan Agama
Kepahiang Tanggal 5 Juli 2022.
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proses mediasi dan dinyatakan tidak berhasil. Persetujuan
penggugat secara hukum telah diberikan pada saat pendaftaran
perkara secara elektronik, sedangkan untuk tergugat dimintakan
persetujuan  apakah  bersedia atau tidak  melaksanakan
persidangan secara elektronik.
c. Penetapan Court Calender

Apabila para pihak telah setuju bersidang secara elektronik
maka tahapan selanjunya majelis hakim akan membuat dan
menyusun court calender yang terdapat didalam aplikasi SIPP
dan juga terintegrasi ke dalam ecourt. Jika pihak tergugat tidak
setuju persidangan secara elektronik maka untuk persidangan
berikutnya secara manual sesuai hukum acara yang telah
mengaturnya. setiap persidangan secara elektronik haruslah dibuat
court calendar. Jadwal persidangan (court calendar) ialah suatu
kesepakatan mengenai jadwal yang telah ditetapkan oleh hakim
bersama-sama dengan para pihak sebagai wujud keaktifan hakim
dalam mengatur jalannya persidangan.

Ibu Endah Tiara Furi S.H.ILM.H menjelaskan bahwa
mengenai penetapan court calendar bahwa :
setiap persidangan secara elektronik haruslah dibuat court
calendar. Jadwal persidangan (court calendar) ialah suatu
kesepakatan mengenai jadwal yang telah ditetapkan oleh Hakim

bersama-sama dengan para pihak sebagai wujud keaktifan hakim
dalam mengatur jalannya persidangan. Kesepakatan tersebut
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termuat dalam suatu berita acara persidangan (BAS) dan
lampiran jadwal sidang yang terpasang dalam berkas perkara.®®

Oleh karena itu, jadwal persidangan (court calendar) yang
dibuat dengan oleh hakim dengan persetujuan para pihak telah
mengikat bagi para pihak yang membuatnya dan merupakan
upaya mengatur berjalan secara efektif dan efesien sebagaimana
pengamalan dari asas sederhana, cepat dan biaya ringan serta
asas imparsialitas agar persidangan tidak melebihi jangka waktu
dan persidangan tidak berlarut-larut. Percepatan  penanganan
perkara vyaitu pelaksanaan persidangan bisa dilakukan secara
cepat dengan penundaan yang tidak memerlukan waktu yang
lama. Pengadilan Agama Kepahiang dapat melakukan penundaan
sidang lebih cepat, seminggu bisa dilakukan persidangan sebanyak
2 sampai dengan 3 Kkali bersidang, sehingga diharapkan dengan
adanya e-court perkara bisa diselesaikan lebih cepat.

d. Pembacaan Gugatan

Pembacaan gugatan dilakukan dengan cara pengiriman
gugatan dari penggugat kepada tergugat. Gugatan dikirimkan
kepada tergugat melalui petugas pengadilan. Apabila penggugat
menyatakan tidak ada perubahan dalam gugatannya, maka

gugatan dianggap telah dibacakan.

*®Hasil wawancara dengan Ibu Endah Tiara Furi, S.H.l., M.H Hakim Pengadilan Agama
Kepahiang Tanggal 5 Juli 2022.
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e. Jawaban

Jawaban tergugat atau termohon adalah tanggapan terhadap
gugatan ataupun permohonan yang diajukan oleh penggugat atau
termohon yang berisi pembenaran ataupun berupa bantahan atas
dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat atau pemohon
dalam surat gugatan atau surat permohonannya termasuk
tuntutan yang ada didalamnya.

Ibu Endah Tiara Furi, S.H.LM.H menerangkan mengenai
jawaban dan tata cara mengirimkan jawaban secara elektronik
sebagai beikut:

jawaban adalah tanggapan terhadap gugatan ataupun
permohonan yang diajukan oleh pihak lawan yang berisi
pembenaran dan bantahan tehadap dalil-dalil dalam surat
gugatan atau surat permohonannya. Jika tergugat atau
termohon menyetujui untuk berperkara secara e-court, maka
jawaban yang diberikan oleh pihak tergugat atau termohon
akan diupload secara elektronik melalui akun yang dimiliki
olen kuasa hukum tergugat atau termohon atau akun pribadi
pihak tergugat atau termohon.®®
f. Replik
Replik adalah tanggapan dari penggugat terhadap jawaban

yang diberikan oleh tergugat atau termohon baik jawaban

tertulis maupun jawaban lisan yang bersifat pembenaran ataupun

**Hasil wawancara dengan Ibu Endah Tiara Furi, S.H.l., M.H Hakim Pengadilan Agama
Kepahiang Tanggal 5 Juli 2022.
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bantahan atas dalil-dalil yang dikemukakan oleh tergugat atau
termohon termasuk tuntutannya dalam jawaban tergugat.
g. Duplik
Duplik adalah tanggapan dari tergugat terhadap replik yang
telah disampaikan oleh penggugat yang bersifat pembenaran
ataupun berupa bantahan terhadap dalil-dalil yang dikemukakan

oleh penggugat termasuk tuntutannya dalam replik.

Ibu Endah Tiara Furi, S.H.I,M.H menjelaskan mengenai
tahapan jawab jinawab secara elektronik sebagai berikut :

pada tahapan jawaban, replik dan duplik para pihak tidak
perlu dihadiri dipersidangan. Majelis Hakim
akan tetap bersidang dan dicatat oleh panitera pengganti
dengan dibuat berita acara dengan tidak dihadiri oleh para
pihak. Tahapan-tahapannya adalah Ketua majelis membuka
aplikasi e-court sesuai dengan akunnya dan membuka
nomor perkara dengan melihat fitur persidangan elektronik.
Tergugat harus sudah dapat mengupload dokumen jawaban
sebelum hari sidang atau sebelum sidang dibuka. Bagi
pengguna lain yang belum terbiasa dengan e-court dapat
mengajukan  jawaban dengan menyampaikan dokumen
tersebut, pada meja e- court di Pengadilan Agama
Kepahiang, kemudian petugas meja e-court menscan
dokumen itu lalu menguploadnya atas nama akun
Tergugat. Para pihak harus menyampaikan dokumen
jawaban, replik, dan duplik secara elektronik sesuai
dengan jadwal yang telah ditetapkan. = Dokumen yang
dikirimkan harus dalam format Pdf ataupun bisa dalam
format rtf/doc. Jika dokumen elektronik tersebut tidak
dikirimkan oleh para pihak sesuai agenda persidangan
yang telah ditetapkan, tanpa alasan yang sah menurut
hukum, maka pihak tersebut dianggap tidak menggunakan
haknya, namun apabila disertai dengan alasan yang sah
menurut hukum maka sidang dapat ditunda berikutnya.
Setelah menerima dokumen elektronik yang dikirim pleh
para pihak, majelis hakim memeriksa dokumen tersebut
melalui e-court dengan mengklik fasilitas yang ada sebagai
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tanda dokumen telah diterima dan telah terverifikasi oleh

ketua majelis. Apabila Majelis Hakim belum memverifikasi

dokumen elektronik tersebut, maka tidak dapat dilihat atau

diterima oleh pihak lawan.”

h. Pembuktian

Pembuktian tertulis secara e-court, bukti tertulis yang akan
diajukan dalam perkara tersebut wajib diupload terlebih dahulu
di e-court Mahkamah Agung melalui akun yang sudah terdaftar
dan pada saat jadwal pembuktian yang telah ditetapkan pada
court calender harus diserahkan kepada majelis hakim sebagai
bukti tertulis. Pembuktian saksi adalah penggalian informasi
tentang dalil-dalil yang diajukan baik dari penggugat maupun
tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil yang diajukan oleh
masing- masing pihak. untuk pembuktian saksi di Pengadilan
Agama Kepahiang masih  melaksanakan di ruang sidang yang

dihadiri oleh para pihak dengan bukti saksi atau ahli yang

dihadirkannya.

i. Kesimpulan

"®Hasil wawancara dengan Ibu Endah Tiara Furi, S.H.l., M.H Hakim Pengadilan Agama
Kepahiang Tanggal 5 Juli 2022.
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Kesimpulan merupakan ringkasan dari setiap  proses
penanganan perkara Yyang dilakukan oleh baik penggugat
maupun tergugat sesuai dengan pemahamannya terhadap
jalannya  proses pemeriksaan perkara tersebut. Kesimpulan
dilakukan secara online dengan upload berkas kesimpulan ke
akun terdaftar masing-masing pihak. Majelis hakim menerima
dan meneliti dokumen kemudian melakukan verifikasi atas
dokumen tersebut melalui menu yang ada didalam e-
court. Apabila salah satu pihak ada yang tidak mengirimkan
kesimpulan pada tanggal yang telah ditetapkan tersebut, maka
dianggap pihak tersebut tidak menggunakan haknya untuk
menyampaikan atau mengirimkan kesimpulan dan tidak ada
penjadwalan ulang kembali untuk itu. Pada saat ketua majelis
menutup dan menetapkan tundaan sidang untuk pembacaan
putusan, dokumen kesimpulan akan terkirim kepada pihak
lawan.

j. Musyawarah Majelis

Musyawarah  majelis  adalah  sebuah  proses  untuk
menentukan sikap apa yang harus diambil oleh majelis terhadap
perkara yang ditanganinya untuk mengabulkan atau menolak
perkara tersebut berdasarkan atas proses dan bukti surat maupun
saksi yang diajukan oleh para pihak yang kemudian diwujudkan

dalam bentuk sebuah putusan.
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k. Pembacaan Putusan

Putusan atau penetapan yang dibacakan majelis hakim
secara elektronik dalam persidangan yang terbuka untuk
umum. Pengucapan putusan atau penetapan tersebut melalui e-
court dengan asas terbuka untuk umum. Pembacaan putusan atau
penetapan tersebut dapat dihadiri oleh para pihak ataupun dapat
juga tidak dihadiri oleh para pihak. Putusan atau penetapan
tersebut diupload secara elektronik dengan cara e-doc ke dalam
SIPP. Sedangkan untuk salinannya dapat melalui e-doc Panitera
sidang langsung sehingga dapat diakses oleh para pihak melalui
e-court dalam format Pdf, maka pembacaan putusan atau
penetapan yang demikian dianggap telah dihadiri oleh para
pihak dan telah sesuai dengan hukum acara yang
berlaku. Pengadilan Agama Kepahiang dapat memberikan salinan
putusan atau salinan penetapan baik dalam bentuk yang sudah
diprint ataupun dalam bentuk elektronik.

Ibu Endah Tiara Furi, S.H.I,LM.H menerangkan untuk
salinan putusan sebagai berikut:

salinan putusan atau salinan penetapan tersebut dalam

bentuk dokumen elektronik yang telah ditandatangani

secara elektronik oleh panitera Pengadilan Agama

Kepahiang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik, dan

dikenai biaya PNBP yang harus disetorkan melalui
elektronik.”

"'Hasil wawancara dengan Ibu Endah Tiara Furi, S.H.1., M.H Hakim Pengadilan Agama
Kepahiang Tanggal 5 Juli 2022.
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Persidangan secara elektronik (e-litigasi) juga sejatinya tidak
menghilangkan prosedur tahapan yang ada pada persidangan secara
biasa, hanya saja e-litigasi ini menyempurnakan serta memudahkan
pada tahap-tahap tertentu di dalam proses berjalannya persidangan
yang dilakukan secara online. Pelaksanaan e-litigasi ini tidak
mengubah proses apapun dalam beracara di pengadilan sama halnya
dengan proses pengadilan seperti biasa. Hanya saja e-litigasi
membantu memudahkan para pencari keadilan guna menghindari hal-
hal yang tidak diinginkan yang dapat sangat merugikan kedua belah
pihak.

Rekapitulasi perkara Hukum Keluarga yang diterima dan yang

melaksanakan persidangan secara elektronik dimulai dari tahun 20109.

Tabel 4.3
No Tahun Jumlah Perkara e- | Persidangan
Perkara yang Court secara
diterima elektronik
1 2019 360 perkara 6 perkara -
2 2020 497 perkara 40 perkara 2 perkara
3 2021 643 perkara 135 perkara | 11 perkara

Sumber: Dokumentasi PA Kepahiang

Rekapitulasi jenis perkara yang melaksanakan persidangan secara

elektronik tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 sebagai berikut:
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Tabel 4.4
No Jenis Perkara Tahun Tahun Tahun
2019 2020 2021
A. Perkawinan
1 | lzin Poligami - - -
2 | Pencegahan Perkawinan - - -
3 | Penolakan Perkawinan - - -
4 | Pembatalan Perkawinan - - -
5 | Kelalaian Atas Kewajiban - - -
Suami / Istri
6 | Cerai Talak - - -
7 | Cerai Gugat - 1 Perkara -
8 | Harta Bersama - - -
9 | Penguasaan Anak - - -
10 | Nafkah Anak Oleh Ibu - - -
11 | Hak - hak bekas istri - - -
12 | Pengesahan Anak - - -
13 | Pencabutan Kekuasaan Orang - - -
Tua
14 | Perwalian - - -
15 | Pencabutan Kekuasaan Wali - - -
16 | Penunjukan orang lain - - -
sebagai Wali
17 | Ganti Rugi terhadap Wali - - -
18 | Asal Usul Anak/Pengangkatan - - -
Anak
19 | Perkawinan Campuran - - -
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20 |a. Pengesahan Nikah/Istbat - - 4 Perkara
Nikah
b. Isbath Nikah Contentius - - 1 Perkara
21 | lzin Kawin - - -
22 | Dispensasi Kawin - - 6 Perkara
23 | Wali Adhol - - -
C. Ekonomi Syariah - - -
D. Waris - 1 Perkara -
E. Wasiat - - -
F. Wakaf - - -
G. Zakat/Infak/Shodagoh - - -
H. Penetapan Ahli Waris - - -
Sumber: Dokumentasi PA Kepahiang
Rekapitulasi  perkara hukum keluarga yang diterima di
Pengadilan Agama Kepahiang tahun 2021:
Tabel 4.5
No Bulan Perkara Yang Gugatan Permohonan
diterima
1 Januari 114 perkara 54 perkara 60 Perkara
2 Februari 55 perkara 37 perkara 18 perkara
3 Maret 53 perkara 38 perkara 15 perkara
4 April 46 perkara 21 perkara 25 perkara
5 Mei 34 perkara 25 perkara 9 perkara
6 Juni 57 perkara 35 perkara 22 perkara
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7 Juli 70 perkara 40 perkara 30 perkara
8 Agustus 53 perkara 29 perkara 34 perkara
9 September 46 perkara 22 perkara 24 perkara
10 Oktober 54 perkara 30 perkara 24 perkara
11 November 51 perkara 32 perkara 19 perkara
12 Desember 10 perkara 6 perkara 4 perkara

Sumber: Dokumentasi PA Kepahiang

Rekapitulasi jenis perkara yang diterima dan putus tahun

2021 di Pengadilan Agama Kepahiang adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6
No Jenis Perkara Perkara Yang Perkara
diterima Yang
diputus
A. Perkawinan
1 | lzin Poligami - -
2 | Pencegahan Perkawinan - -
3 | Penolakan Perkawinan - -
4 | Pembatalan Perkawinan - -
5 | Kelalaian Atas Kewajiban - -
Suami / Istri
6 | Cerai Talak 93 perkara 93 perkara
7 | Cerai Gugat 269 perkara 269 perkara
8 | Harta Bersama 4 perkara 4 perkara
9 | Penguasaan Anak 1 perkara 1 perkara
10 | Nafkah Anak Oleh Ibu - -
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11 | Hak - hak bekas istri - -
12 | Pengesahan Anak - -
13 | Pencabutan Kekuasaan Orang - -
Tua
14 | Perwalian - -
15 | Pencabutan Kekuasaan Wali - -
16 | Penunjukan orang lain - -
sebagai Wali
17 | Ganti Rugi terhadap Wali - -
18 | Asal Usul Anak/Pengangkatan 5 perkara 5 perkara
Anak
19 | Perkawinan Campuran - -
20 |a. Pengesahan Nikah/Istbat 91 perkara 91 perkara
Nikah
b. Isbath Nikah Contentius 1 Perkara 1 Perkara
21 | Izin Kawin - -
22 | Dispensasi Kawin 172 perkara 172 perkara
23 | Wali Adhol - -
I. Ekonomi Syariah 2 perkara 2 perkara
J. Waris - -
K. Wasiat - -
L. Wakaf - -
M. Zakat/Infak/Shodagoh - -
N. Penetapan Ahli Waris 5 perkara 5 perkara
Sumber: Dokumentasi PA Kepahiang
Rekapitulasi perkara hukum keluarga yang diterima tahun
2021 melalui pendaftaran secara online di Pengadilan Agama

Kepahiang adalah sebagai berikut:
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Tabel 4.7
No Bulan Perkara Yang Gugatan Permohonan
diterima
1 Januari 114 perkara 11 perkara 5 Perkara
2 Februari 55 perkara 9 perkara 1 perkara
3 Maret 53 perkara 10 perkara -
4 April 46 perkara 6 perkara 2 perkara
5 Mei 34 perkara 6 perkara 1 perkara
6 Juni 57 perkara 6 perkara -
7 Juli 70 perkara 11 perkara 4 perkara
8 Agustus 53 perkara 6 perkara 3 perkara
9 September 46 perkara 5 perkara 3 perkara
10 Oktober 54 perkara 15 perkara 17 perkara
11 November 51 perkara 11 perkara -
12 Desember 10 perkara 3 perkara -
Sumber: Dokumentasi PA Kepahiang
Dari table diatas, dapat penulis jelaskan bahwa pada tahun

2019 Pengadilan Agama Kepahiang menerima perkara sebanyak 360

perkara yang mendaftarkan

perkaranya melalui

aplikasi

e-Court

sebanyak 6 perkara. dan pada tahun 2019 belum ada dilaksanakan

persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Kepahiang.

tahun 2020 Pengadilan Agama Kepahiang menerima

perkara sebanyak 497 perkara yang mendaftarkan perkaranya melalui
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aplikasi e-Court sebanyak 40 perkara. dan dilaksanakan persidangan
secara elektronik sebanyak 2 perkara yaitu perkara nomor
58/Pdt.G/2020/PA.Kph tentang gugat waris dan perkara nomor
139/Pdt.G/2020/PA.Kph tentang perkara cerai gugat.

Pada tahun 2021 Pengadilan Agama Kepahiang menerima
perkara sebanyak 643 perkara yang terdiri dari perkara perceraian,
gugat waris, penetapan ahli waris, dipensasi kawin, isbat nikah, hak
asuh anak, harta bersama dan lain sebagainya yang melaksanakan
Persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Kepahiang
sebanyak 11 perkara yang terdiri dari Perkara dispensasi kawin dan
itsbat nikah, serta 1 perkara gugatan itsbat nikah kontensius yang

melaksanakan persidangan secara elektronik.

Tabel 4.8

NO Nomor Perkara Jenis Perkara
1 | 245/Pdt.G/2021/PA.Kph Isbat Nikah Kontensius
2 | 216/Pdt.P/2021/PA.Kph Dispensasi Kawin
3 | 221/Pdt.P/2021/PA.Kph Isbat Nikah

4 | 230/Pdt.P/2021/PA.Kph Isbat Nikah

5 | 234/Pdt.P/2021/PA.Kph Isbat Nikah

6 | 237/Pdt.P/2021/PA.Kph Isbat Nikah

7 | 242/Pdt.P/2021/PA.Kph Dispensasi Kawin
8 | 243/Pdt.P/2021/PA.Kph Dispensasi Kawin
9 | 246/Pdt.P/2021/PA.Kph Dispensasi Kawin
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10 | 248/Pdt.P/2021/PA.Kph Dispensasi Kawin

11 | 249/Pdt.P/2021/PA.Kph Dispensasi Kawin

Sumber: Dokumentasi PA Kepahiang

B. Problematika Administrasi Perkara dan Persidangan Secara
Elektronik Perkara Hukum Keluarga di Pengadilan Agama
Kepahiang

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 berisi tentang
aturan-aturan berperkara di Pengadilan secara elektronik. Prosesnya
hampir sama dengan aturan berperkara secara biasa seperti dari
pendaftaran perkara, pemanggilan maupun proses persidangan baik itu
secara biasa maupun elektronik adalah sama yang membedakan hanya
jika berperkara secara biasa para pihak mendaftarkan perkaranya datang
langsung ke Pengadilan Agama, akan tetapi sejak adanya e-Court
semua dilakukan melalui elektronik dimulai dari tahap pendaftaran
sampai dengan proses persidangan selesai.

Dalam proses pendaftaran perkara secara elektronik yang mana
juga dijelaskan di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik,
semua instrument yang dilakukan didalamnya bersifat online, dari e-
filling, e-summon, e-payment bersifat online. Hal ini sangatlah
membantu  proses berperkara di  pengadilan dikarenakan dapat
mempersingkat waktu dan menyederhanakan berbagai tahapan dari

pendaftaran, pemanggilan, dan pembayaran secara online.
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Ada beberapa problematika dalam pelaksanaan pendaftaran dan

persidangan secara elektronik, mengingat bahwa sistem persidangan

secara elektronik ini merupakan inovasi yang baru diterapkan dalam

dunia peradilan di Indonesia sehingga pastinya akan terdapat kendala-

kendala yang timbul akibat penerapan sistem tersebut, antara lain :

1. Masyarakat Awam.

Pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Kepahiang
didominasi oleh masyarakat yang berasal dari masyarakat menengah
kebawah, sehingga untuk beracara secara elektronik, banyak dari
pihak berperkara belum mengerti dan memahami bagaimana
admnistrasi perkara dan persidangan secara elektronik tersebut
selain itu masyarakat di kabupeten Kepahiang belum menyanggupi
untuk melengkapi sarana persidangan seperti Handphone android,
laptop dan sebagainya.

Bapak Saibu, S.Ag menjelaskan mengenai problematika
dalam pelaksanaan admnistrasi perkara dan persidangan secara
elektronik pada perkara hukum keluarga di Pengadilan Agama
Kepahiang

dalam pelaksanaan  pendaftaran dan persidangan  secara
elektronik sarana penunjang seperti internet, domisili elektronik,
Handphone android, laptop dan sebagainya merupakan hal yang
penting yang sangat berpengaruh dalam penerapan administrasi
perkara secara elektronik. Para pihak yang berperkara di
Pengadilan Agama Kepahiang didominasi oleh masyarakat yang
berasal dari masyarakat menengah kebawah yang awam akan

teknologi  informasi  seperti tidak dapat mengaplikasikan
komputer, tidak mengetahui bagaimana cara memakai internet,
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dan masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah yang susah
mendapatkan signal untuk terhubung ke internet.”

Ibu Susita binti Rusli yang menerangkan mengenai kendala
mengenai persidangan secara elektronik.

saya mengetahui kalau di Pengadilan Agama Kepahiang ada
pendaftaran dan persidangan secara elektronik, akan tetapi
saya masih belum paham dengan tatacaranya, seharusnya ada
sosialisasi  dari  Pengadilan Agama Kepahiang kepada
masyarakat, agar masyarakat khususnya yang ingin berperkara
secara elektronik tidak lagi kebingungan.”

Bapak Taupik bin Malik menerangkan mengenai persidangan
secara elektronik.

saya mengetahui adanya persidangan secara elektronik di
Pengadilan Agama Kepahiang, akan tetapi saya belum terlalu
paham bagaimana pelaksanaan persidangan secara elektronik
tersebut, karena bagi saya pribadi persidangan secara
elektronik tersebut akan terasa berat terlebih lagi keterbatasan
saya dalam menggunakan media elektronik karena saya tidak
terlalu paham.”

2. Aplikasi eror.
Penggunaan aplikasi e-court kadang-kadang mengalami
kendala eror ketika menginput data para pihak dan ketika
mengupload file. Bapak Donal, S.E menjelaskan mengenai kendala

dalam pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan secara

Hasil wawancara dengan Bapak Saibu, S.Ag.Panitera Pengadilan Agama Kepahiang
Tanggal 5 Juli 2022.

”*Hasil wawancara dengan Susita binti Rusli, para pihak Tanggal 6 Juli 2022.

"*Hasil wawancara dengan Taupik bin Malik, para pihak Tanggal 6 Juli 2022.
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elektronik adalah “pada saat melakukan pendaftaran kadang-kadang

aplikasi e-court mengalami kendala eror ketika menginput data para

pihak dan ketika mengupload file”"”

3. Masih ada sebagian kuasa hukum yang belum memahami teknologi
informasi.

Kecanggihan teknologi mewajibkan kuasa hukum menguasai
teknologi informasi khususnya untuk penyelesaian perkara di
Pengadilan Agama Kepahiang. Ada sebagian Kuasa hukum yang
belum memahami teknologi informasi, dalam penggunaan aplikasi
e-Court tersebut kuasa hukum harus paham dalam mengoperasikan
komputer dan teknologi informasi. Komputer dan teknologi
informasi, sehingga tidak dapat mengoperasikannya secara benar
dan optimal, karena dalam menggunakan aplikasi e-Court tersebut
kuasa hukum harus paham dalam mengoperasikan komputer dan
teknologi informasi.

Bapak Wahidin Kasmir, S.H yang menjelaskan mengenai
kendala dalam admnistrasi perkara dan persidangan secara
elektronik sebagai berikut :

saya sebagai kuasa hukum terkadang masih belum memahami

teknologi informasi dalam melaksanakan persidangan secara

elektronik tersebut, karena sebagai kuasa hukum harus paham

dalam mengoperasikan komputer dan teknologi informasi
dikarenakan semua tahapan dalam proses persidangan

"Hasil wawancara dengan Bapak Donal, S.E Petugas Pojok e-court Pengadilan
Agama Kepahiang Tanggal 5 Juli 2022.
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menggunakan media elektronik dari tahapan awal persidangan
sampai dengan proses persidangan selesai.”

Ibu Khikmawati, S.H menjelaskan kendala apa saja terkait

dengan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik:
kurangnya penyuluhan yang diberikan terkait pelaksanaan e-
Litigasi sehingga para  kuasa  hukum  masih  banyak
menggunakan persidangan secara manual dibandingkan secara
elektronik karena belum bisa mengusai secara keseluruhan
terkait prosedur sistem e-litigasi.””

Dalam mengatasi problematika tersebut Pengadilan Agama
Kepahiang harus lebih mensosialisasikan kepada masyarakat dan kuasa
hukum bagaimana tata cara pendaftaran dan persidangan melalui
elektronik dan membuat pojok e-court yang bertujuan untuk
membantu masyarakat yang akan berperkara dalam hal membuat akun
e-court, mendaftar secara elektronik akan dipandu secara gratis oleh
petugas e-court dari registrasi online pendaftar pengguna, pendaftaran
perkara dan tata cara pembayaran biaya perkara secara online sampai
dia mendapatkan nomor perkara. Informasi apa saja mengenai e-court
dapat ditanyakan melalui petugas e-court. Meskipun ada beberapa
problematika seperti awamnya masyarakat menggunakan internet akan

tetapi Pengadilan Agama Kepahiang mampu memberikaan solusi

dengan adanya petugas pojok e-court untuk membantu dan

"®Hasil wawancara dengan Bapak Wahidin Kasmir, S.H Kuasa Hukum Tanggal 6 Juli
2022.

””Hasil wawancara dengan Ibu Khikmawati, S.H Kuasa Hukum Tanggal 6 Juli 2022.
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memberikan informasi kepada masyarakat yang ingin berperkara
melalui e-court.

Sejak bulan Agustus tahun 2019 sampai dengan tahun 2021
adanya peningkatan perkara yang didaftarkan secara elektronik yang
dapat memberikan kemudahan, dari segi pelayanan dan biaya kepada
masyarakat untuk berperkara di Pengadilan Agama Kepahiang.
Pendaftaran secara elektronik dapat mewujudkan asas penyelenggaraan
peradilan vyaitu sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Banyak
kemudahan yang diperolen seperti dalam pendaftaran perkara,
mempermudah pemanggilan pihak penggugat dan tergugat. Apabila
terdapat salah satu pihak yang berada di luar yurisdiksi pengadilan,
cukup dilaksanakan secara elektronik dan pengadilan yang membawahi
tempat tinggal pihak tersebut cukup diberikan tembusan.

Pemanggilan para pihak yang dilakukan secara elektronik
mempercepat dalam proses pemanggilan dan meringankan biaya yang
dikeluarkan. Besar panjar biaya perkara dipengaruhi oleh transportasi,
sebab pemanggilan dan pemberitahuan terhadap pihak penggugat
maupun tergugat dilakukan melalui alamat domisili. Pemanggilan
melalui elektronik mewujudkan asas biaya ringan, sebab meringankan
biaya yang harus dikeluarkan. Peradilan harus murah dikarenakan

pengadilan merupakan tempat rakyat mencari keadilan, sehingga
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peradilan harus dilakukan dengan biaya yang ringan dengan tujuan
supaya rakyat pencari keadilan dapat membayarnya.’

Dengan adanya e-court biaya panjar perkara akan semakin
murah, sebab pemanggilan pihak penggugat dan tergugat tidak
dilakukan secara manual sesuai domisili tempat tinggal, tetapi
pemanggilan dilakukan melalui domisili elektronik sesuai dengan e-mail
yang didaftarkan melalui e-court. PERMA Nomor 1 Tahun 2019
memiliki tujuan untuk menciptakan asas peradilan cepat, sederhana dan
biaya ringan dapat terealisasikan.

Walaupun ada beberapa problematika dalam menggunakan e-
litigasi, secara umum problematika tersebut bukan hal besar dan
masih bisa diatasi. Jika dibandingkan dengan manfaat yang akan
diperoleh dengan adanya layanan e-litigasi ini, maka problematika
tersebut tidak akan menghalangi penilaian pengguna terhadap
keseluruhan layanan yang ada.

Penerapan  e-litigasi  terbukti dapat ~mempercepat proses
penyelesaian perkara di pengadilan terlebih pada saat pandemi covid
19 ini, diwajibkan untuk melakukan long distancing, maka e-litigasi
menjadi inovasi yang dapat diterapkan. iHal iini, selain dapat
menghindarkan para aparatur pengadilan dari covid 19 juga dapat

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dengan

’® Duwi Handoko, Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia, (Pekanbaru: Hawa Dan Ahwa,
2015), h. 26.
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efektif dan efisien, sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan dan
kepuasan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Penerapan e-litigasi sangat urgen untuk segera diterapkan,
karena setiap tahun jumlah perkara di Pengadilan Agama Kepahiang
selalu mengalami peningkatan jumlah dan variasi perkaranya pun
semakin  kompleks sebagaimana wewenang dalam  menerima,
memeriksa, memutus, dan mengadili perkara tertentu yang
diamanatkan oleh undang-undang. Dengan peningkatan jumlah
perkara tersebut semua aparatur pengadilan dituntut untuk dapat dan
terus berupaya untuk menyelesaikan perkara dengan cepat, baik
dengan menciptakan inovasi sendiri maupun memanfaatkan inovasi
yang telah disediakan oleh Mahkamah Agung.

Persidangan secara elektronik merupakan penyederhanaan dalam
beracara di Pengadilan yang dapat mengurangi interaksi antara para
pihak berperkara dengan para aparatur pengadilan. sebagaimana
manfaat dari e-court, penerapan persidangan secara elektronik ini
terbukti dapat memangkas waktu, biaya, dan juga tenaga yang harus
dikeluarkan oleh para pihak, karena mulai dari pendaftaran,
pembayaran, dan pemanggilan, persidangan, penyampaian salinan
putusan, dan upaya hukum dapat dilakukan dimana saja secara online
melalui media elektronik. Sehingga untuk melakukan proses peradilan
dirasa menjadi lebih mudah, efektif, dan efisien sesuai harapan

masyarakat dan juga sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Pasal
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4 Ayat 2 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman
dimana peradilan harus dilakukan dengan sederhana, cepat biaya
ringan.

PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dalam pelaksanaannya sangat
menjunjung tinggi prinsip keadilan untuk seluruh masyarakat, dengan
adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 para pihak yang ingin
menyelesaikan perkaranya di Pengadilan Agama kepahiang mempunyai
hak yang sama dimata hukum, serta mendapatkan pelayanan yang
sederhana, cepat dan biaya ringan dalam setiap proses penyelesaian
perkara. PERMA Nomor 1 Tahun 2019 hadir dari cita-cita modifikasi
sistem hukum yang lebih baik dari sistem hukum yang sebelumnya
dan tercipta kepuasan, kemanfaatan dan kesejahteraan bagi seluruh
masyarakat sebagai pencari keadilan.

E-litigasi ini lebih memudahkan bagi kuasa hukum maupun
masyarakat yaitu para pencari keadilan dapat melakukan persidangan
secara elektronik atau dapat beracara di Pengadilan Agama Kepahiang
secara sederhana, cepat dan biaya ringan. E-litigasi juga sangat
memberikan manfaat langsung  bagi  dunia peradilan yaitu dapat
membantu mengatasi persoalan keterbatasan sumber daya manusia di
Pengadilan terutama untuk Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita atau
Jurusita Pengganti, meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada
lembaga peradilan, meningkatnya kualitas pelayanan hukum kepada

masyarakat, menjaga integritas dengan membatasi pertemuan langsung
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masyarakat dengan aparatur pengadilan serta terwujudnya peradilan
yang modern berbasis teknologi informasi.

Sesuai dengan penjelasan dalam booklet E-Litigasi 2.pdf MA RI,
yang berjudul “e-litigasi (Persidangan Secara Elektronik) hemat Biaya,
waktu dan energi” yaitu menjelaskan manfaat dari e-litigasi sendiri itu
banyak diantaranya ialah :"

1. Jadwal dan agenda persidangan lebih pasti

2. Dokumen jawaban, replik, duplik hingga kesimpulan dikirim secara
elektronik. Jadi para pihak tidak perlu datang ke pengadilan.

3. Bukti-bukti tertulis dikirim secara elektronik dan dibolehkan tanda
tangan digital

4. Pemeriksaan saksi dan ahli dapat dilakukan dengan teleconference

5. Pembacaan putusan secara elektronik tanpa harus dihadiri oleh para
pihak

6. Salinan putusan dikirim secara elektronik dan punya kekuatan
hukum yang sama dengan salinan fisik.

C. Pelaksanaan  Administrasi Perkara dan Persidangan  Secara
Elektronik Perkara Hukum Keluarga di Pengadilan Agama
Kepahiang Perspektif Maslahah Mursalah

Apabila dikaitkan pelaksanaan e-court di pengadilan Agama

Kepahiang dengan Mashlahah Mursalah ada beberapa keseimbangan.

Penulis menggunakan perspektif Mashlahah Mursalah menurut pendapat

"booklet E-Litigasi 2.pdf MA RI, e-Litigasi (Persidangan Secara Elektronik) Hemat
Biaya, Waktu & Energi, h. 3.
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Abdul Wahab Khallaf bahwa Maslahah mursalah merupakan suatu
kemaslahahatan dimana syari’ tidak mensyari’atkan suatu hukum yang
bertujuan untuk merealisir kemaslahahatan itu, dan tidak ada dalil yang
menunjukkan atas pengakuan maupun pembatalannya. Abdul Wahab
Khallaf menjelaskan ada beberapa syarat utama dalam menetapkan
maslahah mursalah sebagai hujjah atau sumber hukum. Syarat tersebut
ditetapkan agar tidak terjadi suatu tindakan dalam membuat hukum
berdasarkan hawa nafsu dan keinginan semata yang mengatasnamakan
mashlahah mursalah.

Apabila dikorelasikan dengan persyaratan yang ditetapkan oleh
Abdul Wahab Khallaf terhadap penggunaan maslahah mursalah sebagai
hujjah yaitu:

1. Maslahah yang sebenarnya yang secara hakiki bukan maslahah yang
bersifat dugaan, akan tetapi yang berdasarkan hasil penelitian,
kehati-hatian dan pembahasan yang mendalam serta sungguh-
sungguh membawa manfaat dan menolak kerusakan.

2. Maslahah yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan
akan tetapi untuk kepentingan umum atau orang banyak.

3. Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash
yaitu Al-Qur’an dan Hadits serta ijma’ ulama.

Dari uraian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa
maslahah mursalah dapat dijadikan suatu landasan hukum apabila dapat

diaplikasikan didalam kehidupan sehari-hari jika telah memenuhi
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beberapa syarat diatas. Maslahah merupakan kemaslahatan yang nyata,
tidak hanya sebatas kemaslahatan yang bersifat prasangka dan dapat
membawa suatu manfaat dan menolak adanya suatu kemudaratan.
Maslahah tersebut harus mengandung suatu kemanfaatan untuk
kepentingan umum dan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak
menyimpang dari apa yang terkandung dalam Al-Qur’an maupun Hadis
seperti  pendaftaran  secara elektronik dapat ~mewujudkan  asas
penyelenggaraan peradilan yaitu sederhana, cepat dan berbiaya ringan
yang dapat mempermudah masyarakat dalam hal mendaftarkan
perkaranya.

Pada dasarnya Allah menurunkan syariatnya yaitu untuk
mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudaratan. Aturan- aturan
hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia,
maka di antara hukum-hukum hasil ijtihad terdapat hukum yang
landasannya bersifat kemaslahatan yang temporal, sehingga bisa berubah
menurut perubahan waktu dan tempat, maka perlu adanya perubahan
hukum yang menyertainya.*® Pendaftaran perkara secara elektronik dapat
memberikan  kemudahan bagi para pencari keadilan Kkhususnya
masyarakat Kepahiang dalam segi biaya, waktu maupun tenaga.

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surah Al-Bagarah ayat

185:

#yusuf al-Qardawi, Pedoman Bernegara Dalam Perspektif Islam, Terj. Khathur Suhardi,
(Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 1999), h. 256-260.
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M}\és.\&)z\gj ’yuul”\(is.\“\s.a‘)z
“Allah men%hendakl kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki
kesukaran bagimu”

Hadis riwayat Bukhari Muslim juga menjelaskan mengenai

kemaslahatan sebagai berikut:

dec‘)mu;ﬂ\u\dlﬁ(du_sdf: \ém@.d\&ca}ﬁu_ﬂ
J\jﬁj&dh\W\}\jﬂ\}\y‘)\ﬁj\jdﬂcwY\h\u;ﬂ\J\.u
A1 Ga 85485

"Sesungguhnya agama itu mudah, dan tidaklah seseorang
mempersulit agama kecuali dia akan dikalahkan (semakin berat
dan sulit). Maka berlakulah lurus kalian, mendekatlah (kepada
yang benar) dan berilah kabar gembira, serta gunakanlah waktu
al-Ghadwah (awal pagi) dan al-Rauhah (setelah zuhur) dan
sebagian dari al-Duljah (malam hari).%?

Hal ini juga sejalan dengan kaidah figih 48idl las el
(kesulitan itu membawa kepada kemudahan) Pelaksanaan e-Court
termasuk maslahah mursalah karena merupakan penyempurnaan dari
inovasi Mahkamah Agung dalam bidang teknologi dan informasi vyaitu
mempermudah dalam pendaftaran perkara, menghemat biaya dan efisien
waktu sehingga apa yang diharapakan di dalam Pasal 2 ayat (4)
Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
yang menyebutkan bahwa Pengadilan membantu mencari keadilan dan

berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat

* Departemen Agama RI, Al-Quran..., h. 28.

#Muhammad bin Isma'il al ju'fi Al-Bukhari, Al-Jami' Al-sahi#, Kitab al-Iman, Bab ad-Din
Yusra, No. 39.
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tercapainya peradila yang sederhana, cepat dan biaya ringan dapat
terwujud.

Persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Kepahiang
merupakan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung
tujuannya untuk memberikan kemudahan bagi para pihak berperkara,
maka aturan tersebut harus ditaati dan dilaksanakan semaksimal
mungkin agar terciptanya suatu maslahah bagi para pihak yang
berperkara.

Persidangan secara elektronik termasuk dalam dengan figih kaidah
daiall las il (kesulitan akan mendorong kemudahan) bahwa kesulitan
yang terdapat pada sesuatu menjadi sebab dalam mempermudah dan
memperingan sesuatu tersebut, yang pada intinya menekankan besarnya
apresiasi syariat pada bentuk-bentuk kemudahan. Persidangan secara
elektronik bertujuan agar para pihak yang berperkara tidak perlu datang
ke pengadilan sehingga tidak mengeluarkan biaya transport dan saat
mau melakukan sidang pun tidak perlu harus mengantri terlebih dahulu
sehingga bisa menghemat waktu agar dapat dipergunakan untuk
kegiatan yang lain.

Suatu maslahah dapat dijadikan sebagai suatu kemaslahatan
apabila dapat mendatangkan kemanfaatan serta dapat menolak
kemudhorotan. Penerapan persidangan secara elektronik di Pengadilan
merupakan suatu kemaslahatan yang dapat mendatangkan manfaat.

Manfaatnya adalah dapat memberikan kemudahan dan perlindungan
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bagi masyarakat yang berperkara agar terhindar dari bahaya
(kemudhorotan) seperti  pemungutan liar diluar acara persidangan, dan
penyuapan kepada hakim yang bertujuan untuk  melancarkan
persidangan dan putusan hakim memihak kepada pihak yang
memberikan suap.

Penerapan e-litigasi itu merupakan sesuatu yang dianggap
maslahah untuk kepentingan umum yakni para penegak hukum terlebih
para pencari keadilan bukan untuk kepentingan perseorangan saja demi
terwujudnya marwah peradilan yang lebih berkualitas dan berkuantitas,
maka dari itu lembaga peradilan menerapkan e-litigasi itu didunia
peradilan agar bisa menarik segala yang bermasalah dalam dunia
peradilan nantinya. Sistem e-litigasi ini juga membatasi interaksi
langsung antara pengguna layanan dengan hakim dan aparatur
Pengadilan Agama Kepahiang sehingga dapat mengurangi jumlah antrian
pengguna layanan yang datang ke pengadilan serta dapat meminimalisir
adanya penyimpangan kode etik maupun adanya pelanggaran hukum.
Yang mana sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (4) Undang-undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan
peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sehingga
terwujudnya tertib administrasi perkara yang profesional, transparan,

akuntabel, efektif, efisien, dan modern.®

®PERMA No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara
Elektronik, pasal 2.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik pada
perkara hukum keluarga di Pengadilan Agama Kepahiang diawali dengan

login melalui https://ecourt.mahkamahagung.go.id/ kemudian pengguna

memilih pendaftaran perkara dan pengadilan tujuan pendaftaran perkara,
selanjutnya akan mendapatkan nomor registrasi online dan barcode,
dengan mengisi data pihak dan mengupload berkas. Dilanjutkan pada
tahap pembayaran pengguna akan mendapatkan e-SKUM dan nomor
pembayaran atau virtual account untuk melakukan pembayaran biaya
panjar perkara, setelah pengguna melakukan pembayaran, kemudian
diverifikasi dan validasi oleh Pengadilan Agama Kepahiang dan akan
mendapatkan nomor perkara di SIPP. Pada tahap pemanggilan (e-
Summons) relaas panggilan penggugat/pemohon akan dikirimkan ke
alamat domisili elektronik sedangkan pihak tergugat/termohon relaas
panggilan pertama dilakukan secara biasa. Persidangan secara elektronik
yang meliputi persidangan pertama para pihak wajib hadir dipersidangan,
kemudian melakukan mediasi, apabila mediasi tidak behasil dan pihak
temohon/tergugat setuju melaksanakan persidangan secara elektronik,
maka ketua majelis menetapkan jadwal persidangan, tahapan jawab
jinawab akan dilaksanakan secara elektronik, untuk pembuktian
dilaksanakan diruang sidang yang dhadiri oleh para pihak, kesimpulan
dikirimkan melalui elektronik kemudian hakim akan melaksanakan
musyawarah majelis, dan pembacaan putusan secara elektronik.

2. Ada beberapa problematika dalam pelaksanaan administrasi perkara dan
persidangan secara elektronik seperti masyarakat yang awam akan

teknologi informasi dan daerah-daerah yang sulit akses internet, ada
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sebagian kuasa hukum yang belum memahami teknologi informasi dan
Penggunaan aplikasi e-court kadang-kadang mengalami kendala eror
ketika menginput data para pihak dan ketika mengupload file.

3. Administrasi perkara secara elektronik sangat membantu masyarakat
karena dapat mempersingkat waktu dan menyederhanakan berbagali
tahapan dari pendaftaran, pemanggilan, dan pembayaran secara online,
guna mewujudkan asas penyelenggaraan peradilan yaitu sederhana,
cepat dan berbiaya ringan. Administrasi perkara secara elektronik
termasuk maslahah mursalah karena mempermudah dalam pendaftaran
perkara, menghemat biaya dan efisien waktu. Persidangan secara
elektronik termasuk maslahah mursalah, karena bertujuan untuk
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan
dengan efektif dan efisien, sehingga dapat menumbuhkan
kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

B. Saran

1. Bagi Masyarakat, agar lebih memahami dan mengerti mengenai tata
cara admnistrasi  perkara secara elektronik sampai  dengan
persidangan secara elektronik terlaksana agar asas sederhana, cepat,
dan biaya ringan dalam beracara di Pegadilan Agama Kepahiang.

2. Bagi Pengadilan Agama Kepahiang perlu dilaksanakan sosialisasi
kepada masyarakat mengenai persidangan secara elektronik (e-
litigasi) dikarenakan mayoritas masyarakat di Kabupaten Kepahiang
belum mengetahui dan mengerti mengenai persidangan secara
elektronik ini.

3. Layanan pojok e-court Pengadilan Agama Kepahiang dapat lebih
dimaksimalkan agar petugas pojok e-court dapat membantu dalam

mengatasi  permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan
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admnistrasi perkara dan persidangan secara elektronik sehingga

dapat membantu masyarakat yang akan berperkara.
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